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BABIV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

E. Deskripsi Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Kabupaten Mukomuko 

a. Asal Nama Mukomuko 

Masyarakat Mukamuka sama halnya dengan masyarakat lainnya 
yang berada di nusantara, yaitu memiliki legenda tentang asal usul daerah 
mereka. Legenda asal usul nama tempat tersebut merupakan sejarah yang 
secara lisan berkembang dan disebarluaskan dari generasi ke generasi 
berikutnya, serta diyakini kebenarannya sebagai suatu peristiwa nyata pada 
masa lampau. Dalam kaitan ini, masyarakat Mukamuko mengenal dua 
pendapat tentang kisah sejarah asal nama Mukomuko. Kedua pendapat ini 
memiliki persamaan dan perbedaan serta diyakini kebenarannya yang 
terjadi pada masa Jampau. Berikut ini disajikan pendapat kisah tentang asal 
nama Mukomuka. (Sumber: Mukomuko dalam Angka 2015, diakses 
tanggal 30 Maret 2016, melalui http:/-t1_1U~Omll"-o!-ab.hps_.go.iit) 

1) Pendapat Pertama 
Penduduk Mukamuka pada mulanya bertempat tinggal di suatu daerah 
yang di beri nama Padang Ribunribun. Penduduknya terdiri dari dua 
kelampak yang tergabung dalam 7 (tujuh) nenek yaitu: a) Nenek 
bergelar Maharaja Namrah; b) Nenek bergelar Maharaja Terang; c) 
Nenek bergelar Maharaja Laksamana; d) Nenek bergelar Raja 
Tiangsa; d) Nenek bergelar Raja Kola; e) Nenek bergelar Kata 
Pahlawan; dan t) Nenek bergelar Raja Mangkata. 
Para sesepuh ini kemudian membentuk suatu negeri yang dikepalai 
aleh seseorang penghulu adat sebagai kepala dari seluruh suku tersebut 
yang disebut datuk. Dalam melaksanakan tugasnya datuk dibantu aleh 
kepala suku. Setelah beberapa tahun lamanya daerah ini diberi sebutan 
Teluk Kuala Banda Rami. Sebutan ini diberikan aleh pendatang dari 
Kerinci. Pendatang ini adalah sesearang yang membawa dagangan dari 
Sungai Ipuh dan menyelusuri Sungai Selagan dengan menggunakan 
rakit hingga sampai ke muara, yang merupakan pelabuhan biduk-biduk 
yang datang dari berbagai daerah untuk berniaga, seperti dari 
Indrapura, Bugis, dan sebagainya. Karena nama tersebut dibuat aleh 
kaum pendatang maka para kepala suku mengadakan musyawarah di 
Padang Ribunribun untuk mencari nama yang sesuai bagi daerahnya, 
nama yang tidak dari pemberian searang pendatang, melainkan nama 
yang disepakati bersama oleh mereka. Lebih kurang selama 6 purnama 
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mereka bermusyawarah, tapi belum juga ada kesepakatan tentang 
nama yang mereka kehendaki untuk daerah mereka. 
Pada pumama ketujuh mereka kedatangan 3 (tiga) orang tamu dari 
Pagar Ruyung. Tamu tersebut adalah: a) Paduko Rajo; b) Marajo Nan 
Kayo; dan c) Marajo Gedang. 
Setelah berbasa-basi, salah seorang dari mereka bertanya kepada 
pimpinan musyawarah, yaitu Maharajo Namrah, tentang musyawarah 
yang mereka lakukan dengan duduk berhadap-hadapan. Maharajo 
Namrah menjawab bahwa mereka ingin mencari nama yang baik untuk 
daerah yang mereka tempati. Mendengar pemyataan itu maka tamu 
tadi berkomentar. "berarti sudah tujuh pumama kalian berhadapan 
muka (bermukomuko)". Mendengar ucapan tamu tadi kepala suku 
menjawab, "kalau demikian, negeri ini kita beri nama Mukomuko". 
(Sumber: Mukomuko dalam Angka 2015, diakses tanggal 30 Maret 
2016, melalui l1_tt_fl:_1_11_~d~umllkl!1ab.bp-..go. idJ 

2) Pendapat Kedua 
Mengisahkan bahwa awalnya adalah Lunang. Diuraikan dahulunya 
Mukomuko bemama Kerajaan Talang Kayu Embun. Tahun 1529 
terjadi keributan antara Kerinci dan Kayu Embun tentang batas 
kerajaan. Untuk itu Sultan Firmansyah Rajo Indrapura diperintah dan 
diatur bermukomuko di rumah Gedang Lunang yang dihadiri : 
a) Pemangku lima dari Kerinci, Depati Empat 
b) Depati Laut Tawar dari Mukomuko 
c) Sultan Muhammad Syah dari Indrapura 
d) Penghulu Delapan dari Lunanga 
Hasil musyawarah, pada hari Sen in, I 0 Maret 1529 adalah resminya 
nama Mukomuko dan resminya batas Mukomuko dengan Kerinci, 
ialah Darei Renah Sianit sampai Bukit Setinjau Laut. Raja pertama di 
Mukomuko adalah Raja Adil, raja kedua Rajo Mudo kawin dengan 
keponakan sang Depati Laut Tawar, raja ketiga Maharaja Gedang 
keponakan sang Depati Laut Tawar. 

Persamaan kedua pendapat di atas adalah bahwa istilah Mukomuko 
menunjuk kepada musyawarah yang dilakukan untuk mencari, 
menemukan, dan menyepakati nama yang sesuai untuk daerah mereka. 
Perbedaannya terletak pada waktu terjadinya peristiwa. Pendapat pertama 
tidak menunjuk angka tahun. Pendapat kedua menunjuk waktu tertentu 
yaitu hari Senin, bulan Maret, tahun 1529. (Sumber: Mukomuko dalam 
Angka 2015, diakses tanggal 30 Maret 2016, melalui 
http:i/m u kom u kokab. bps. ~o. i d/) 

b. Kedatangan Bangsa Barat 

Awal kedatangan bangsa Eropa dilatarbelakangi oleh perdagangan. 
Melakukan perjalanan ke timur jauh untuk mendapatkan rempah
rempah yang tidak tumbuh di bumi mereka. Tujuan orang barat datang 
ke nusantara (terrnasuk Mukomuko) untuk mengarungi lautan dan 
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mengambil rempah-rempah dari pulau-pulau penghasilnya. Dahulunya 
Mukomuko mempunyai komoditas ekspor seperti rempah-rempah, 
sarang burung, dan emas yang dibutuhkan oleh orang-orang luar. 
Menurut orang mutu emas Mukomuko lebih baik dibanding emas
emas dari daerah lain. (Sumber: Mukomuko dalam Angka 2015, 
diakses tanggal 30 Maret 2016, melalui 
hnp: il_lUk\llllUk\lh;tbJ:!J)'>. ~o.id_') 

c. Dari Anak Sungai ke Mukomuko 

Pada abad XVI di utara Provinsi Bengkulu terdapat kerajaan Anak 
Sungai. Wilayahnya terbentang dari Sungai di Manjuto hingga Air 
Urai di selatan. Sultan bemama Encik Redik, keturunan raja-raja 
Pariaman. Kerajaan ini meliputi daerah negeri 14 Kota (Mukomuko), 
negeri 5 Kota (Banta!), negeri Proatin Nan Kurang 160 (Seblat), dan 
Ketahun. Secara tradisional, kerajaan Anak Sungai dianggap sebagai 
rantau dari kerajaan Minangkabau dan pada perrnulaan abad XVII 
merupakan provinsi dari Kerajaan lndrapura di bawah Sultan Muzaffar 
Syah ( 1 620-1660). 
Sebagaimana kita ketahui dari catatan sejarah yang ada, pada 
perrnulaan abad 17 kerajaan Indrapura berada di bawah pengaruh Aceh 
sampai akhir pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Sejak zaman 
pemerintahan Sultan Iskandar Thani pengaruh Aceh di Indrapura 
berkurang, sehingga Sultan Indrapura, Muhammad Syah (1660-1691) 
pada tahun 1663 atas nama Kerajaan Indrapura membuat perjanjian 
dengan VOC dan pada tahun 1685 mengadakan perjanjian dengan 
Inggris pada pertengahan abad XVII. Kerajaan Anak Sungai masih di 
bawah kekuasaan Kerajaan Indrapura, yang wakilnya berkedudukan di 
Manjuto dengan menyandang gelar Raja Adil, yaitu Tuanku Sungut, 
keponakan laki-laki Sultan Muhammad Syah. 
Pada tahun 1693 lnggris menarik diri dari Indrapura, karena Sultan 
Indrapura, Raja Mansyur yang menjatuhkan Sultan Muhammad Syah 
atas bantuan VOC, menetapkan salah seorang putranya Merah Bangun 
sebagai wakilnya (Raja Adil) di Manjuto. Melihat keadaan demikian, 
lnggris mengakui Merah Bangun dan Gulemat sebagai penguasa 
bersama atas wilayah Anak Sungai, dan pada tanggal 16 September 
1695 East India Company (EIC) mengakui pemerintah bersama 
mereka. 
Pada tanggal 26 September 1695 EIC mengadakan perjanjian dagang 
dengan Kerajaan Anak Sungai, dimana EIC memperoleh hak-hak 
monopoli dagang di daerah antara Manjuto dan Ketahun. Pada tahun 
1717 pos dagang EIC (Inggris) dipindahkan ke Mukomuko. Pos ini 
diperkuat oleh sebuah benteng yang dibangun dengan tembok yang 
kokoh dan diberi nama Anna. Karena tidak adanya perhatian, maka 
pada tahun 1773 beberapa daerah mengambil tindakan kekerasan 
secara terang-terangan terhadap lnggris. 
Di Mukomuko sejak tahun 1772 terjadi protes dan para petani selalu 
mengadakan rapat-rapat untuk menentang Inggris. Pada tahun 1798, 

42223.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



50 

Sultan Mukomuko mengadu ke Fort Marlborough mengenai 
kekejaman residen Inggris, Jhon Campbell, dan meminta supaya 
residen tersebut diberhentikan. Pada masa Thomas Stanford Raffles di 
Bengkulu pad a tanggal 4 J uni 1818 dihapus sistem tanam paksa !ada 
yang dilakukan oleh komisaris Ewer yang kenyataannya sangat 
memberatkan rakyat sehingga rakyat merasa betul-betul di eksploitasi 
oleh para pejabat kompeni. Kemudian Sultan Mukomuko, Pangeran 
Sungai Lemau, dan Pangeran Sungai Hitam dijadikan pejabat 
pemerintah kolonial dengan gaji tertentu. Setiap keluarga membayar 1 
dolar Spanyol setiap tahunnya sebagai ganti rugi dari penghapusan 
sistem tanam paksa. Terhadap Kerajaan Mukomuko, pos residen 
Inggris dihapuskan dan pemerintah kerajaan diserahkan kepada Sultan 
Mukomuko, Hidayat Syah ( 1789-1828) dengan diberi 600 ringgit 
sebulan. (Sumber: Mukomuko dalam Angka 2015, diakses tanggal 30 
Maret 2016, melalui l1ttp~_ ll1Lik~'lll_ub_Q_h<_1_QJ1p',_, '-'-')· id,) 

d. Sejarah Berdirinya Kabupaten Mukomuko 

Kabupaten Mukomuko berdiri dengan dasar UU RI Nomor 3 Tahun 
2003, tanggal 25 Februari 2003. Pembentukan Mukomuko sebagai 
kabupaten terpisah dari induknya, yakni Bengkulu Utara, dilandasi 
berbagai pertimbangan strategis yang bermuara pada pengembangan 
wilayah dan optimalisasi pembangunan daerah. Kabupaten ini 
dibentuk atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta 
motivasi untuk membangun daerah. Adapun UU RI Nomor 3 Tahun 
2003 sebagai dasar hukum berdirinya Kabupaten Mukomuko. 
Pejabat bupati Kabupaten Mukomuko dari tahun 2003 - 2014 yaitu : 
I) Amandeka Amir (2003- 2005), sebagai pejabat caretaker 
2) lchwan Yunus (2005- 2009) 
3) lchwan Y unus (2009 - 20 14) 
4) Tarmizi (2015- 2016), sebagai pejabat caretaker 
5) Choirul Huda (20 16 s.d. Sekarang) 

2. Letak Geografis Kabupaten Mukomuko 

Kabupaten Mukomuko terletak di sebelah paling utara Provinsi 

Bengkulu. Luas wilayah Kabupaten Mukomuko mencapai sekitar 4.036, 70 

kilometer persegi. Air Rami merupakan kecamatan yang paling luas di 

Kabupaten Mukomuko, yaitu seluas 964,60 kilometer persegi (23,90 

persen). Wilayah Kabupaten Mukomuko terbentang dari Kabupaten 

Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sampai Kabupaten Bengkulu 

Utara dan jaraknya kurang lebih 250 kilometer. 
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Secara astronomis, Kabupaten Mukomuko terletak di antara 1010 

01' 15"- 1010 51' 29,6'' BT dan 020 16' 32"- 030 07' 46" LS. 

Sementara jika ditinjau dari posisi geografisnya, Kabupaten Mukomuko 

berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan (Provinsi Sumatera Barat) di 

sebelah utara, berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara di sebelah 

selatan, berbatasan dengan Samudera Indonesia di sebelah barat, serta di 

sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kerinci dan Kabupaten 

Merangin (Provinsi Jambi). 

Bagian timur Kabupaten Mukomuko merupakan daerah perbukitan 

dengan dataran tinggi yang subur, sedangkan bagian barat merupakan 

dataran rendah yang relatif sempit. Musim yang terjadi di Kabupaten 

Mukomuko sebagaimana wilayah lainnya di Indonesia dikenal dua musim, 

yaitu musim hujan (Oktober-Maret) dan musim kemarau (April

September). Sementara pada bulan Februari-Maret dan Agustus

September merupakan masa peralihan/pancaroba. 

3. Pemerintahan 

a. Profil Pemerintahan Daerah Kabupaten Mukomuko 

Perubahan penyelenggaraan pemerintahan dari sistem sentralistis 

menjadi desentralistis melalui otonomi daerah memberikan dampak positif 

bagi daerah. Pemerintah daerah diberi peluang atau kesempatan untuk 

menyelenggarakan pemerintahan secara lebih mandiri. Salah satu dampak 

positif dari pelaksanaan otonomi daerah adalah terjadinya pemekaran 

daerah provinsi, kabupatenlkota, dan kecamatan di seluruh Indonesia. 
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Kabupaten Mukomuko terus melaksanakan pembangunan dengan 

mengelola lingkungan internal dan ekstemal secara profesional, efektif, 

dan efisien menuju perubahan kearah yang lebih baik. Hal ini didasari oleh 

perubahan lingkungan strategis yang cepat, kompetisi dan semakin 

meningkatnya keinginan serta kebutuhan masyarakat. Sesuai dengan 

paradigma baru otonomi daerah dan peningkatan tuntutan dari 

penyelenggaraan Pemerintah yang menghendaki pemerintah yang bersih 

(Clean Government) dan Pemerintahan yang baik (Good Governance). 

Sejalan dengan hal tersebut maka visi Kabupaten Mukomuko untuk lima 

tahun ke depan adalah "Terbehasnya Kabupaten Mukomuko tlari 

Ketertinggalan Pat/a Tahun 2015 Menuju Terwujutlnya Masyarakat 

yang sejahtera". Visi Kabupaten Mukomuko tersebut lebih diarahkan 

pada 4 hal pokok seperti. 

I) Membangun Kabupaten Mukomuko sehingga tidak lagi merupakan 
salah satu daerah tertinggal 

2) Mempersiapkan landasan pembangunan Kabupaten Mukomuko 
menyongsong pembangunan jangka panjang 

3) Mewujudkan masyarakat yang sejahtera melalui pengentasan 
kemiskinan dan pemerataan pembangunan 

4) Mewujudkan Kabupaten Mukomuko Hijau 
Penjabaran visi Kabupaten Mukomuko tersebut di atas adalah: 

a) Terbebas dari ketertinggalan adalah satu keadaan dimana 
Kabupaten Mukomuko tidak lagi termasuk dalam kategori 
kabupaten tertinggal sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan 
oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. 

b) Terwujudnya Masyarakat yang Sejahtera yang dimaksudkan 
sebagai usaha produktif dalam mengelola sumberdaya yang 
tersedia yang berujung pada kemakmuran. Keadaan ini akan 
menciptakan rasa aman yang menjamin kelangsungan aktivitas 
pemerintahan dan pembangunan yang baik yang didukung oleh 
kemandirian masyarakat yang diupayakan dengan melakukan 
reposisi fungsi birokrasi pemerintahan yang selama ini menjadi 
subyek yang sangat dominan menjadi sebatas fasilitator sehingga 
dapat menggerakkan dan memberdayakan masyarakat. Selain itu 
untuk menghadirkan masyarakat yang sehat secara materil dan 
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spirituil harus didukung dengan penyediaan pelayanan yang 
memadai melalui penyelenggaraan pemerintahan yang sehat yang 
didasari dengan semangat religius. (sumber: 
http: _111 u ~o111U k(1~J-lh.gtJ. id,\_\ cb~itt_:i'?_pligLl_~= :?.1{20) 

Untuk mencapai visi pembangunan tersebut di atas, maka 

dirumuskan misi kabupaten Mukomuko sebagaimana berikut: 

1) Melanjutkan Pembangunan ekonomi kerakyatan untuk pengentasan 
kemiskinan. 

2) Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk mendukung 
pembangunan ekonomi, pembangunan ketahanan pangan, 
pengembangan industri dan pariwisata. 

3) Melanjutkan pembangunan sumberdaya manusia melalui peningkatan 
kualitas dan kuantitas pelayanan pendidikan dan IPTEK, kesehatan, 
sosial budaya, pemberdayaan perempuan, pemuda dan olah raga serta 
pengelolaan kependudukan. 

4) Melanjutkan pemanfaatan dan pengelolaan Sumberdaya Alam dan 
Lingkungan Hidup untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan 
masyarakat secara optimal, dengan tetap mengedepankan azas 
kelestarian dan berkelanjutan. 

5) Memperkuat penegakan hukum dan tata kelola kepemerintahan untuk 
mendukung terciptanya pemerintah yang bersih dan berwibawa. 
(sum ber: http:.'; m u ki 'illuk ( 1kah.g_l). idn'dL<;iK~~JJa_g:_id~ccc189Q) 

Setelah melihat visi dan misi kabupaten Mukomuko diatas, maka 

tujuan dan sasarannya dapat diuraikan sebagai berikut: 

1) Misi I Melanjutkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan untuk 
Pengentasan Kemiskinan. 
Tujuan: Pengentasan Kemiskinan. 
Sasaran: Penurunan Angka Kemiskinan menjadi 10% pada Tahun 
2015. 

2) Misi II Melanjutkan Pembangunan lnfrastruktur untuk Mendukung 
Pembangunan Ketahanan Pangan, Pengembangan Industri dan 
pariwisata. 
Tujuan: 
Meningkatkan kapasitas infrastruktur dasar dalam menunjang 
perekonomian daerah dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. 
Sasaran: 
Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur darat, !aut dan udara 
sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal. 

3) Misi Ill Melanjutkan Pembangunan Sumberdaya Manusia Melalui 
Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Pendidikan dan IPTEK, 
Kesehatan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan 
Olah Raga Serta Pengelolaan Kependudukan. 
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Tujuan: 
Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Agama, Pendidikan dan 
IPTEK, kesehatan, sosial budaya, pemberdayaan Perempuan, Pemuda 
dan Olah Raga serta Pengelolaan Kependudukan. 
Sasaran: 
a) Meningkatkan kualitas kehidupan beragama 
b) Meningkatkan perlindungan dan pelayanan sosial bagi masyarakat 
c) Meningkatkan peran pemuda dan olah raga serta pemberdayaan 

perempuan dalam pembangunan. 
d) Pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi dan 

komunikasi dalam pembangunan. 
e) Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan. 

4) Misi IV Melanjutkan Pemanfaatan dan Pengeloaan Sumberdaya Alam 
dan Lingkungan Hidup untuk Kepentingan Peningkatan Kesejahteraan 
Masyarakat Secara Optimal, dengan tetap Mengedepankan azas 
Kelestarian dan Berkelanjutan. 
Tujuan: 
Melanjutkan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam dan 
lingkungan hidup. 
Sasaran: 
Meningkatkan kontribusi hasil pengelolaan sumberdaya alam, 
lingkungan hidup dan bencana terhadap pendapatan daerah dan 
masyarakat serta kesejahteraan yang berkelanjutan. 

5) Misi V Memperkuat Penegakan Hukum dan Tata Kelola 
Kepemerintahan Untuk Mendukung Terciptanya Pemerintah Yang 
bersih dan Berwibawa. 
Tujuan: Menciptakan Pemerintah yang bersih dan berwibawa. 
Sasaran: 
a) Peningkatan kapasitas lembaga/institusi pemerintahan. 
b) Semakin meningkatnya sinergitas antara eksekutif dan legislatif 

serta kerjasama antar pemerintah daerah dalam pembangunan 
daerah. 

c) Penegakan hukum dan keamanan dari tahun ketahun. 
Penjabaran tujuan dan sasaran merupakan operasionalisasi dari 

penetapan misi yang ada, sehingga ditentukannya prioritas pembangunan 
kabupaten Mukomuko yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 
I) Kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan. 
2) Revitalisasi pertanian dan ketahanan pangan. 
3) Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur (Pekerjaan Umum, 

perhubungan, informatika dan komunikasi. 
4) Peningkatan sumberdaya manusia (agama, Pendidikan, kesehatan, 

pemberdayaan perempuan, pemuda dan olah raga, dan keluarga 
berencana. 

5) Pemanfaatan sumberdaya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan 
bene ana. 

6) Kebudayaan, pariwisata dan inovasi teknologi. 
7) Penegakan hukum, ketertiban umum dan pemerintahan yang bersih. 

( sumber: btt r: r lllll k(lnl ukok_ab.g_,).id ;\\_chsit_c_: ')pag_c_ig=2 890) 
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Sesuai dengan dinamika pembangunan, Kabupaten Mukomuko juga 

mengalami pemekaran kecamatan. Tujuannya adalah agar pelayanan 

pemerintah kepada masyarakat dapat lebih efektif dan efisien, sehingga 

diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan pembangunan. Pada tahun 

2014 Kabupaten Mukomuko masih terbagi menjadi lima be las kecamatan 

yang terdiri dari 148 desa dan tiga kelurahan. 

Pada pemilihan umum tahun 2014, anggota legislatif yang terpilih 

berjumlah 25 orang yang berasal dari II partai politik. Partai Nasdem, 

Partai Kcbangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, Partai Amanat 

Nasional (PAN), dan PKPI merupakan partai terbesar dengan masing

rnasing tiga anggotanya menduduki kursi legislatif di Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mukomuko. Komposisi anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mukomuko 

didominasi laki-laki sebanyak 24 orang dan perempuan hanya satu orang. 

Secara umum, Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di 

lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Mukomuko berjumlah 

3.851 orang di tahun 2014, yang terdiri dari 1.850 pegawai laki-laki dan 

2.001 pegawai perempuan. Bila dilihat dari golongan kepangkatannya, 

sebagian besar PNS berada pada golongan III (51,80 persen) dan II (28,62 

persen). Berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan, sebagian besar 

PNS berpendidikan Sl (45,49 persen) dan Diploma (31,91 persen). PNS 

yang berpendidikan SL TP ke bawah sekitar 0,44 persen. 
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Sementara itu, jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di 

instansi vertikal di Kabupaten Mukomuko berjumlah 551 orang yang 

didominasi oleh PNS go Iongan II (318 pegawai) dan III (20 1 pegawai). 

b. Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko 

Proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, seorang Kepa1a 

Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari: 

1) unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, 

diwadahi dalam Sekretariat; 

2) unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk Inspektorat; 

3) unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk Badan; 

4) unsur pendukung tugas Kepala daerah dalam penyusunan dan 

pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam 

Lembaga Teknis Daerah; serta 

5) unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam Dinas Daerah. 

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu 

organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak 

berarti bahwa setiap penanganan uru~an pemerintahan harus dibentuk ke 

dalam organisasi tersendiri. 

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib, 

diselenggarakan oleh seluruh Provinsi, Kabupaten, dan Kota, sedangkan 

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan hanya dapat 

diselenggarakan oleh Daerah yang memiliki potensi unggulan dan 

kekhasan Daerah, yang dapat dikembangkan dalam rangka pengembangan 
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otonomi daerah. Hal ini dimaksudkan untuk efisiensi dan memunculkan 

sektor unggulan masing-masing Daerah sebagai upaya optimalisasi 

pemanfaatan sumber daya daerah dalam rangka mempercepat proses 

peningkatan kesejahteraan rakyat. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah, implementasi penataan kelembagaan 

perangkat daerah menerapkan prinsip-prinsip organisasi, antara lain visi 

dan misi yang jelas, pelembagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi 

pendukung secara tegas, efisiensi dan efektifitas, rentang kendali serta tata 

kerja yang jelas. Hal ini dimaksudkan memberikan arah dan pedoman 

yang jelas kepada daerah dalam menata organisasi yang efisien, efektif, 

dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing

masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi 

serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah. (sumber: 

Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Sekretaris 

Daerah karena kedudukannya sebagai pembina pengawai negeri sipil di 

daerahnya. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan 

oleh Gubernur atas usul Bupati/Walikota sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 

Mukomuko Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Faerah Kabupaten Mukomuko Nom or 08 Tahun 2010 Tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Mukomuko, bahwa sekretariat 
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daerah mengemban tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun dan 

mengkoordinasikan dinas dan lembaga teknis daerah, dengan 

menyelenggarakan tugas pokok sesuai fungsinya sebagai berikut: 

I) Penyusunan kebijakan pemerintah daerah. 
2) Pengkoordinasikan pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga 

teknis. 
3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan keb~jakan pemerintah daerah. 
4) Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah. 
5) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

Berdasarkan kondisi, potensi. permasalahan, peluang dan dinamika 

pemerintahan, serta dengan memperhatikan nilai-nilai yang terkandung 

dalam visi Kabupaten Mukomuko. maka visi Sekretariat Daerah adalah: 

"Terwujudnya Pelayanan Pemerintahan, Ekonomi, Pembangunan dan 

Administrasi yang Efisien, Transparan dan Akuntabel. 

Visi Sekretariat Daerah mengarah pada perwujudan tatanan 

penyelenggaraan pemerinah dengan kualitas dan kuantitas 

penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat. untuk 

mencapai visi tersebut, maka dituangkan dalam 5 (lima) misi sekretariat 

Daerah Kabupaten Mukomuko, yaitu: 

a. Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan 
b. Menigkatkan kualitas pelayanan ekonomi dan pembangunan 
c. Meningkatkan kualitas sumber daya menusia 
d. Menigkatkan sarana dan prasarana 

Selanjutnya di dalam Peraturan Daerah tersebut diatas, bahwa 

susunan organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko terdiri dari: 

1) Sekretaris Daerah 
2) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 

a) Bagian Administrasi Pemerintahan 
(1) Sub Bagian Tata Pemerintahan Urn urn 
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(2) Sub Bagian Pembagian Urusan Otonomi Desa dan Kerjasama 
Daerah 

(3) Sub Bagian Pertanahan 
b) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan 

( 1) Sub Bag ian Kesejahteraan Rakyat 
(2) Sub Bagian Kemasyarakatan 
(3) Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat Desa Tertinggal 

c) Bagian Administrasi Hubungan Masyarakat dan Protokoler 
( 1) Sub Bagian Protokol 
(2) Sub Bagian Peliputan, Pengolahan Informasi dan Komunikasi 
(3) Sub Bagian Pemberitaan dan Penerbitan 

3) Asisten Perekonomian dan Pembangunan 
a) Bagian Administrasi Ekonomi dan Penanaman Modal 

( 1) Sub Bagian Perekonomian 
(2) Sub Bagian Sumber Daya A lam 
(3) Sub Bagian Badan Usaha dan Penanaman Modal 

b) Bagian Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan 
(1) Sub Bagian Penyusunan Program Pembangunan 
(2) Sub Bagian Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan 
(3) Sub Bagian Pelayanan Pengadaan 

c) Bagian Administrasi Keuangan 
( l) Sub Bagian Anggaran 
(2) Sub Bagian Perbendaharaan 
(3) Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi 

4) Asisten Administrasi Umum 
a) Bagian Hukum 

( 1) Sub Bag ian Peraturan Perundang-undangan 
(2) Sub Bagian Hak Asasi Manusia dan Bantuan Hukum 
(3) Sub Bagian Dokumentasi dan Sosialisasi 

b) Bagian Organisasi dan Kepegawaian 
( 1) Sub Bagian Kelembagaan dan Kepegawaian 
(2) Sub Bagian Ketatalaksanaan 
(3) Sub Bagian Analisa Jabatan dan Akuntabilitas Kinerja 

c) Bagian Umum dan Perlengkapan 
( 1) Sub Bagian Tata Usaha 
(2) Sub Bagian Perlengkapan dan Aset 
(3) Sub Bagian Rumah Tangga 

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 11 Tahun 2013 

F. Hasil Penelitian 

1. Pemahaman Konten Kebijakan 

a. Latar Belakang Pembentukan Peraturan Disiplin 

Lahimya peraturan disiplin pegawai negeri dimulai dengan 

terbitnya PP Nomor 18 Tahun 1950 yang menjadi landasan PP Nomor 
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18 Tahun 1950 adalah ordonnantie yang termuat dalam staatsblaad 

Nomor 441 Tahun 1935, tepatnya di tanggal 20 Februari 1952. 

Pemerintah menerbitkan PP No. ll Tahun 1952 Tentang Hukuman 

Jabatan, PP ini mencabut PP No. 18 Tahun 1950 Tentang Hukuman 

Jabatan dan Ordonnantie yang termuat dalam Staatsblad No. 441 

Tahun 1935. PP Nomor 11 Tahun 1952 lahir dikarenakan pada waktu 

sebelum PP ini terbit, berlaku dua peraturan mengenai hukuman 

jabatan sehingga pemerintah merasa perlu untuk membuat satu 

peraturan yang berlaku untuk semua pegawai negeri. (Tanujaya, 2011) 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1952 tentang Hukuman 

Jabatan memiliki beberapa kelemahan diantaranya tidak mengatur 

secara jelas mengenai kewajiban dan larangan buat pegawai negeri, 

siapa pejabat yang menjatuhkan sanksi dan tidak ada aturan yang jelas 

antara pelanggaran dengan sanksi hukuman yang akan dijatuhkan. 

Pada tanggal 3 I Juli 1952 di tahun yang sama, pemerintah menerbitkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1952 tentang Perubahan 

Peraturan Pemerintah Nomor II Tahun 1952, tidak ada perubahan 

pengaturan yang substansial terhadap disiplin pegawai negeri. 

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 52 tentang perubahan 

Peraturan Pemerintah Nomor II Tahun 1952 berlaku sampai dengan 

tahun 1980. (Tanujaya, 2011) 

Pada tanggal 30 Agustus tahun 1980, pemerintah menerbitkan 

kembali Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang 

peraturan disiplin pegawai negeri sipil, PP ini merupakan peraturan 
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pelaksana dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok

Pokok Kepegawaian. (Tanujaya, 2011) 

PP Nomor 30 Tahun 1980 ber1aku terhadap pegawai negeri dan 

calon pegawai negeri. dimana pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 

1974 yang dimaksud dengan pegawai negeri adalah pegawai negeri 

sipil dan anggota angkatan bersenjata termasuk juga polisi. Petunjuk 

pe1aksana dari PP Nomor 30 Tahun 1980 yaitu Surat Edaran Kepa1a 

Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980. 

(Tanujaya, 2011) 

Dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 

52 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1952, PP 

Nomor 30 Tahun 1980 lebih jelas dan tegas mengatur kewajiban dan 

larangan bagi PNS dan CPNS terlihat dari adanya peraturan disiplin 

yang memuat pokok-pokok kewajiban, larangan, dan sanksi apabila 

kewajiban tidak ditaati, atau larangan dilanggar, tetapi Peraturan 

Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 masih memiliki kelemahan 

diataranya tidak ada pengaturan yang jelas terkait dengan pelanggaran 

dan hukuman disiplin yang dilakukan dan tidak adanya sanksi bagi 

pejabat yang seharusnya menghukum bawahan tetapi tidak 

melaksanakan wewenang menghukumnya, sehingga faktor nepotisme 

dapat mengakibatkan bawahan yang seharusnya di hukum oleh 

atasannya, dimana kebetulan atasannya adalah pamannya sendiri, jadi 

tidak terkena hukuman disiplin. (Tanujaya, 2011) 
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Pasca reformasi 1998 timbul keinginan kuat dari pemerintah 

untuk melakukan reformasi birokrasi. Yang dimaksud dengan 

reformasi birokrasi adalah: upaya pembaharuan sistem manajemen 

pemerintahan dengan maksud untuk me nata kembali, 

menyempumakan dan atau memperbaiki system penyelenggaraan 

pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai negeri agar sesuai dengan 

perkembangan lingkungan, perkembangan teknologi dan tuntutan 

masyarakat. Tujuan reformasi birokrasi pemerintahan adalah 

terbentuknya aparatur Negara yang efisien, efektif dan produktif dalam 

melaksanakan urusan pemerintahan serta bebas dari praktek KKN dan 

perbuatan tercela lainnya. (Menpan, 2006: 275) 

Berdasarkan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009, yaitu program ke 7 (tujuh), 

dimana berbunyi: Pengembangan budaya kerja aparatur negara, 

perubahan mind set dan culture set aparat negara, serta pemantapan 

karakter dan jati diri aparat pemerintah/negara, menuju aparat yang 

jujur, disiplin, transparan, akuntabel, profesional, netral, sejahtera, 

berkinerja produktif, dan berakhlak mulia. Adapun program ke 9 

(sembilan) membangun aparatur negara yang kredibel, akuntabel, 

transparan, dan terpercaya yang artinya pegawai negeri harus bisa 

menunjukkan kedisiplinan, kejujuran, contoh dan teladan kepada 

masyarakat, bisa dianalisa sebagai ide awal dari munculnya Peraturan 

Pemerintah Nom or 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri. 

(Tanujaya, 2011) 
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Berikut terdapat beberapa isi di dalam PP No. 30 Tahun 1980 

yang sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini diantaranya: 

I) Lahimya UU Nom or 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

jo. UU Nomor 12 Tahun 2008 telah menghilangkan kewenangan 

Menteri Dalam Negeri dalam menjatuhkan hukuman disiplin, 

sementara di PP Nomor 30 Tahun 1980 Mentri Dalam Negeri 

memiliki kewenangan dalam menjatuhkan hukuman disiplin, 

sementara menurut UU Nomor I 0 tahun 2004 tentang tata urutan 

peraturan perundang-undangan peraturan yang dibawah tidak boleh 

bertentangan dengan peraturan diatasnya. 

2) UU Nomor 43 Tahun 1999 sebagai perubahan dari UU Nomor 8 

Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian memperkenalkan 

istilah pejabat pembina kepegawaian yang tidak dikenal dalam PP 

Nomor 30 Tahun 1980. 

3) UU Nomor 5 Tahun 1986 ten tang Peradilan Tata Usaha Negara jo. 

UU Nomor 9 Tahun 2004 memperkenalkan istilah upaya 

administratif yang terdiri dari keberatan dan banding administratif. 

PP Nomor 30 Tahun 1980 hanya mengatur tentang keberatan dan 

tidak mengatur tentang ketentuan banding administratif. 

4) Dalam beberapa peraturan pemerintah, PNS memperoleh sanksi 

jika melanggar aturan ijin perkawinan dan ijin perceraian (PP 

Nom or 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990), menjadi 

anggota dan atau pengurus partai politik (PP Nomor 37 Tahun 

2004 ), dan mendukung cal on anggota legislatiflkepala daerah serta 
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terlibat aktif dalam kampanye pemilu. Hal-hal seperti itu tidak 

diatur dalam PP Nomor 30 Tahun 1980. (Tanujaya, 201 I) 

Beberapa kelemahan mengenai materi isi di dalam PP No. 30 

Tahun 1980, yaitu: 

l) Adanya ketidakjelasan (tidak kongkret) dalam rumusan kewajiban 

(Pasal 2) dan larangan (Pasal 3). 

2) Tidak ada klasifikasi kewajiban dan larangan yang dikaitkan 

dengan pengenaan hukuman disiplinnya. 

3) Tidak ada rumusan yang tegas jika ada pejabat yang berwenang 

menghukum enggan menjatuhkan hukuman disiplin. (Tanujaya, 

201 I) 

Berdasarkan uratan mengenai beberapa kelemahan dari PP 

Nomor 30 Tahun 1980 dan RPJM dari Kementrian Pendayagunaan 

Aparatur Negara maka pemerintah merasa perlu menerbitkan PP 

Nomor 53 Tahun 20 I 0, lahirnya PP Nomor 53 Tahun 2010 di latar 

belakangi dengan dicabutnya Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 

1980 tentang Peraturan Disiplin PNS. 

b. Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil 

Hadirnya Peraturan Pemerintah Nom or 53 Tahun 2010 Tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil, karena adanya inisiasi pemerintah untuk 

merubah PP Nomor 30 Tahun 1980 yang dianggap lemah dan di sisi 

lain dikarenakan munculnya semangat reformasi administrasi pada 
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birokrasi pemerintahan Indonesia, yang tertuang melalui RPJM 

Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara. 

Aparatur daerah merupakan asset dan unsur utama sebagai 

sumber daya manusia di dalam organisasi yang memiliki peranan 

penting di dalam menentukan keberhasilan tugas serta tujuan 

penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah. Disiplin 

kerja merupakan modal yang penting dan hams dimiliki oleh setiap 

aparatur, sebab hal ini menyangkut pemberian pelayanan publik. 

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 20 I 0 Tentang Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil, merupakan kebijakan yang sifatnya regulatory 

policy, dimana regulatory policy dipahami sebagai kebijakan yang 

mengatur tentang pembatasan/ pelarangan terhadap perbuatan atau 

tindakan. Sehingga harapan dari PP No. 53 Tahun 20 I 0 ini dapat 

menjamin bagi aparatur pemerintah dalam kelancaran pelaksanaan 

tugas. Dimensi-dimensi yang terkandung di dalam PP 53 Tahun 20 I 0 

ini adalah: 

1) Pelaksanaan kewaj iban pegawai 
Pada Bab II Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 
dijelaskan bahwa pegawai negeri sipil memiliki kewaj iban
kewajiban sebagai berikut: 
a) mengucapkan sumpah/janji PNS; 
b) mengucapkan sumpah/janjijabatan; 
c) setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun I 945, Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah; 

d) menaati segala ketentuan peraturan perundangundangan; 
e) melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS 

dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; 
f) menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan 

martabat PNS; 
g) mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan 

sendiri, seseorang, dan/atau golongan; 
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h) memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut 
perintah harus dirahasiakan; 

i) bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk 
kepentingan negara; 

j) melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila 
mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan 
negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, 
keuangan, dan materiil; 

k) masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja; 
I) mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan; 
m) menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara 

dengan sebaik-baiknya; 
n) memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat; 
o) membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas; 
p) memberikan kesempatan kepada bawahan untuk 

mengembangkan karier; dan 
menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang 
berwenang. 

2) Pelaksanaan larangan pegawai 
Pada Bab II Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 
dijelaskan bahwa pegawai negeri sipil dilarang melakukan 
tindakan-tindakan sebagai berikut: 
a) menyalahgunakan wewenang; 
b) menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi 

dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang 
lain; 

c) tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau beketja untuk 
negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional; 

d) bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga 
swadaya masyarakat asing; 

e) memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, 
atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak 
bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara 
tidak sah; 

f) melakukan kegiatan bersama dengan atasan, ternan sejawat, 
bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan 
kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, 
atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung 
merugikan negara; 

g) memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada 
siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan 
dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan; 

h) menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun 
juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya; 

i) bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya; 
j) melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan 

yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak 
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yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang 
diJayani; 

k) menghalangi berjalannya tugas kedinasan; 
I) memberikan dukungan kepada caJon Presiden/Wakil Presiden, 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau 
Dewan PerwakiJan Rakyat Daerah dengan cara: 
(I) ikut serta sebagai pelaksana kampanye; 
(2) menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut 

partai atau atribut PNS; 
(3) sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; 

dan/atau 
(4) sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas 

negara; 
m) memberikan dukungan kepada caJon Presiden/Wakil Presiden 

dengan cara: 
(I) mem buat keputusan dan/atau tindakan yang 

menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan caJon 
seJama masa kampanye; dan/atau 

(2) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan 
terhadap pasangan caJon yang menjadi peserta pemiJu 
sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi 
pertemuan, ajakan, himbauan, scruan, atau pemberian 
barang kepada PNS daJam lingkungan unit kerjanya, 
anggota keluarga, dan masyarakat; 

n) memberikan dukungan kepada caJon anggota Dewan 
Perwakilan Daerah atau caJon Kepala Daerah/Wakil Kepala 
Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto 
kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda 
Penduduk sesuai peraturan perundangundangan; dan 

o) memberikan dukungan kepada caJon Kepala Daerah/Wakil 
KepaJa Daerah, dengan cara: 
( l) terl ibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung cal on 

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; 
(2) menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam 

kegiatan kampanye; 
(3) membuat keputusan dan/atau tindakan yang 

menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon 
selama masa kampanye; dan/atau 

(4) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan 
terhadap pasangan caJon yang menjadi peserta pemilu 
sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi 
pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian 
barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, 
anggota keluarga, dan masyarakat. 

3) Pemberian sanksi atas pelanggaran yang dilakukan pegawai 
Pada Bab II Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 
dijelaskan bahwa pegawai negeri sipil yang melakukan tindakan 
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pelanggaran disiplin pegawai akan diberikan sanksi sebagai 
berikut: 
a) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari: 

(I) hukuman disiplin ringan; 
(2) hukuman disiplin sedang; dan 
(3) hukuman disiplin berat. 

b) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I) huruf a terdiri dari: 
(I) teguran I isan; 
(2) teguran tertulis; dan 
(3) pemyataan tidak puas secara tertulis. 

c) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I) huruf b terdiri dari: 
(l) penundaan kenaikan gaji berkala selama I (satu) tahun; 
(2) penundaan kenaikan pangkat selama I (satu) tahun; dan 
(3) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama I (satu) 

tahun. 
d) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat 

(I) huruf c terdiri dari: 
(I) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) 

tahun; 
(2) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat 

lebih rendah; 
(3) pembebasan dari jabatan; 
(4) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri 

sebagai PNS; dan 
(5) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. 

2. Hasil Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 

Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah 

Kabupaten Mukomuko 

Untuk meningkatkan disiplin pegawai negeri sipil yang berdasarkan 

PP No. 53 Tahun 2010, Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko melalui 

Sekretaris Daerah selalu melakukan sosialisasi dengan memberikan 

arahan-arahan pada saat pelaksanaan ape! ataupun di saat kegiatan-

kegiatan yang sifatnya koordinatif antar unit di Sekretariat Daerah. Selain 

selalu memberikan arahan, disiplin kerja perlu adanya komitrnen pimpinan 

untuk melakukan pengawasan terhadap disiplin kerja pegawai di dalam 
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organisasinya, pengawasan hendaknya dapat dilaksanakan seefektif 

mungkin, sehingga tindakan-tindakan indipliner pegawa1 dapat 

diminimalkan. 

Menurut data yang di dapat dari Bagian Organisasi dan 

Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko, bahwa pegawai 

Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko belum sepenuhnya disiplin. 

Belum disiplinnya pegawa1 tersebut terlihat dari sering terlambatnya 

pegawai masuk kerja, tidak mengikuti ape! pagi, sering meninggalkan 

tempat kerja, mengerjakan pekerjaan tidak tepat waktu (sering menunda 

pekerjaan), dan sebagainya. Kondisi ini dapat dilihat pada tabel dibawah 

Tabel4.1. Data Pelanggaran Disiplin Pegawai di Sekretariat Daerah 

-----

No Tindakan Pelanggaran Disiplin Persentase (%) 

I Terlambat masuk kerja 26% 

2 Tidak masuk kerja 4% 

-~---

3 Tidak mengikuti ape! pagi 30% 

4 Meninggalkan tern pat kerja pada jam kerja 40% 

Jumlah 100% 
____j 

Ket: 
Data pelanggaran Januari-Desember 2015 terdapat 50 orang, dengan melakukan 
pelanggaran yang berbeda-beda, sebagai berikut: 
a. Sebanyak 13 orang yang melakukan kesalahan datang terlambat kerja 
b. Sebanyak 2 orang yang melakukan kcsalahan tidak masuk kerja ringan tanpa 

keterangan 
c. Sebanyak 15 orang tidak mengikuti ape! pagi 
d. Sebanyak 20 orang yang meninggalkan tempat kerja pacta setiap jam kerja 
Sumber: Bag ian Organisasi dan Kepegawaian, 20 I 5 

Terlihat dari Tabel 4.1, bahwa pelanggaran yang sering dilakukan 

pegawai adalah meninggalkan tempat kerja pada jam kerja. Alasan 
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dilakukannya pelanggaran ini disebabkan oleh hal-hal klise seperti ingin 

menjemput anak sekolah. Data di atas tidak dapat dijelaskan secara rinci 

dikarenakan penulis memiliki keterbatasan untuk mendapatkan data 

maupun informasi tersebut. Namun pelanggaran-pelanggaran tersebut 

selalu saja terjadi diakibatkan mindset aparatur yang memang belum 

sepenuhnya dapat dirubah secara cepat dan massif. 

Hasil penelitian yang berkaitan dengan lmplementasi PP No. 53 

Tahun 20 I 0 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dilakukan berdasarkan 

analisis lokus penelitian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko. 

Analisis penelitian ini dengan menggunakan model yang dikembangkan 

oleh George C. Edward lll dengan menggunakan 4 aspek penilaian, yaitu: 

komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi, yang diurai 

secara rinci satu persatu untuk diketahui apakah implementasi kebijakan 

yang dilakukan berjalan efektif. 

Diketahui pula bahwa model implementasi George C. Edward III 

dapat dipetakan sebagai mekanisme kebijakan yang memaksa dengan 

pendekatannya yang Top down, hal ini seperti yang dikembangkan dalam 

gambar oleh Riant Nugroho (2008) sebagai berikut. 
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Sumber: Riant Nugroho, 2008 

Model imp1ementasi George C. Edward III lebih menuju 

mekanisme paksa dengan pendekatan top down, yang memiliki arti bahwa 

pengambil keputusan memi1iki monopoli atas mekanisme paksa di dalam 

pelaksanaan putusan. Selanjutnya mekanisme ini tidak memberi insentif 

bagi yang menja1ani, namun adanya sanksi yang dikenakan bagi siapa saja 

yang menolak menjalankan atau melanggarnya. 

Berdasarkan hal diatas, maka penelitian akan menganalisis 

Implementasi PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disip1in Pegawai Negeri 

Sipi1 dengan mengurai secara rinci empat variabe1 dari pendekatan model 
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implementasi George C. Edward Ill, yang menjadi keberhasilan di dalam 

mengimplementasikan suatu kebijakan melalui aspek-aspek berikut. 

a. Aspek Komunikasi 

Komunikasi merupakan proses penyampaian infonnasi dari 

komunikator kepada komunikan, di dalam komunikasi yang terpenting 

adalah akses infonnasi. Adapun komunikasi yang dimaksud di dalam 

penelitian ini adalah yang berkenaan dengan: 

I) Implementor kebijakan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 20 I 0 

adalah Sekretaris Daerah, Asisten II Ill III, Staff Ahli, Ka. Bag 

yang membawahi Ka. Sub. Bag beserta seluruh staff yang berada 

dilingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko. Hal Subtansi 

di dalam pelaksanaan PP No. 53 Tahun 2010 adalah berkenaan 

dengan disiplin pegawai negeri sipil, yang kaitannya dalam 

penelitian ini adalah seluruh pegawai negeri sipil yang terdapat di 

Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko. 

2) Sosialisasi PP 53 Tahun 20 I 0 Tentang Disiplin Pegawai Negeri 

Sipil, dilakukan secara intens melalui beberapa media, seperti pada 

saat pelaksanaan ape! di pagi hari serta melalui rapat-rapat internal, 

seperti rapat mingguan, rapat bulanan ataupun rapat yang 

dilakukan pada tingkat pimpinan 

Untuk mengukur aspek komunikasi ini, terdapat tiga indikator 

yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan aspek komunikasi 

pada model George C. Edward III (Agustino, 2006: 157-158), yaitu: 

l) Transmisi. Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat 
menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali 
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terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah 
pengertian (miskomunikasi) yang disebabkan banyaknya tingkatan 
birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi, sehingga apa 
yang diharapkan terdirtorsi di tengahjalan. 

2) Kejelasan. Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan 
(street-level-bureaucrats) harus jelas dan tidak membingungkan 
atau tidak ambigu/mendua. 

3) Konsistensi. Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu 
komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau 
dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, 
maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di Japangan. 

Effendy ( 1992: 130) dalam bukunya menguraikan tentang 

pendapat Husemen, Loque dan Fresley, bahwa komunikasi dapat 

dikatakan baik atau ditcrima oleh anggota organisasi, apabila 

komunikasi tersebut memenuhi beberapa persyaratan berikut: 

I) Pesan dapat diterima! dimengerti 

2) Pada saat keputusan diambil, pegawai percaya bahwa komunikasi 

yang dilancarkan tepat dengan tujuan organisasi 

3) Komunikasi cocok dengan kepentingan pribadi pegawai 

4) Secara mental dan fisik, pegawai mampu melaksanakannya 

Melalui penjelasan secara teoritik di atas, untuk mengukur 

sejauhmana keefektifan komunikasi pada proses pelaksanaan PP 53 

Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dapat kita lihat pada 

dimensi berikut: 

1) Transmisi 

Transmisi dimaksudkan agar informasi tidak hanya disampaikan 

kepada pe1aksana kebijakan akan tetapi juga kepada kelompok 

sasaran dan pihak yang terkait. Berkenaan dengan sosialisasi PP 53 

Tahun 2010 kepada kelompok sasaran, seorang pimpinan memiliki 
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cara serta pendekatannya sendiri, hal ini seperti yang disampaikan 

oleh Asisten Administrasi Umum, bahwa: 

" ... ..... kami disini memiliki cara dalam mengkomunikasikan PP 53 
Tahun 2010 kepada hawahan, seperti itu pulah yang dilakukan 
oleh "Bapak ", dimana media pertemuan at au ape! pagi menjadi 
momen yang tepat untuk menyampaikan poin-poin kedisiplinan 
pegawai negeri sipil, sehingga harapan kami setiap pegawai 
dapat mengingatnya tems, ya anggap aja mereka seperti naik 
pesawat, kan si pramugari selalu memherikan petunjuk tentang 
prosedur penerbangan sipil, padahal kita semua sudah 
tahu ... ..... "(Hasil Wawancara, 24 Maret 2016) 

Untuk menguji hasil wawancara yang disampaikan Bapak Asisten 

III di atas, maka penulis mencoba mengkonfirmasinya kepada 

salah satu staff pada Bagian Administrasi Ekonomi dan Penanaman 

Modal, dimana beliau menanggapinya sebagai berikut: 

" ... ..... Ya, kami semua disini tahu tentang adanya PP 53 Tahun 
2010 tersebut, dan aturan disiplin tersebut sudah cukup lama 
dilaksanakan disini. Mengenai sosialisasi yang dilakukan 
pimpinan terhadap peraturan tersebut herjenjang hingga pada 
Kepala Bagian masing-masing unit, hiamnya Bapak 
menyampaikan poin-poin kedisiplinan tersehut sehagai hentuk 
evaluasi diri yang selalu dilakukan melalui forum pertemuan 
kecil setiap hulannya ... .... "(Hasil Wmvancara, 26 Maret 2016) 

Berdasarkan informasi dari kedua narasumber di atas, dapat 

diketahui bahwa proses transmisi pesan memang dilakukan secara 

berjenjang dan hal tersebut sudah dilakukan hampir disetiap unit 

yang berada di Sekretariat Daerah, sehingga hampir semua 

pegawai mengerti dan paham mengenai subtansi dari PP 53 Tahun 

20 I 0 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 

2) Kejelasan 

Dimensi ini ingin menilai bagaimana kejelasan informasi serta 

kemudahan untuk memahami isi penting yang tersirat di dalam 
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aturan disiplin pegawai negeri sipil yang kaitannya adalah PP 53 

Tahun 2010. Titik tekan peraturan ini menjelaskan ten tang 3 hal 

pokok yang harus diketahui oleh seorang pegawai negeri sipil, agar 

disebut disiplin dalam menjalankan tugasnya, 3 hal pokok tersebut 

meliputi: 

a) Pelaksanaan Kewajiban Pegawai 

b) Ketaatan atas Larangan Pegawai 

c) Sanksi atas Pelanggaran 

Kejelasan akan aturan ini setelah kita lihat pada data sebelumnya 

(Tabel 4.1.), bahwa masih ada beberapa pegawai yang melanggar 

aturan, namun indikasi pelanggaran yang dilakukan bukan atas 

dasar pegawai tidak jelas akan aturan, namun hal itu disebabkan 

karena ketidakpedulian pegawai. Mereka mengatakan bahwa 

pelanggaran yang dimaksud disebabkan oleh kepentingan yang 

mendesak, sehingga mereka memutuskan untuk melakukan 

pelanggaran. Di satu sisi, pimpinan maklum akan alasan-alasan 

yang diberikan, namun pimpinan tetap menjalankan tugasnya 

melalui komunikasi interpersonal sebagai upaya pembinaan 

terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. 

3) Konsisten 

Konsisten dimaksud sebagai konsistensi informasi yang dapat 

diterima dengan baik dan benar. lnformasi yang terkandung dalam 

PP 53 Tahun 2010 mengandung 3 subtansi penting, seperti 

Kewaj iban Pegawai Negeri Sipil, Larangan bagi Pegawai Negeri 
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Sipil dan Sanksi atas Pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai 

Negeri Sipil. Informasi ini harus dipahami benar oleh Pelaksana 

kebijakan, kelompok sasaran, dan pihak terkait untuk mengetahui 

maksud dan tujuan dari PP 53 Tahun 2010. 

Untuk mengetahui dimensi ini. maka salah seorang staff Bagian 

Organisasi dan Kepegawaian mengatakan: 

" ... ..... informasi terkait isi dari PP 53 Tahun 2010 secara 
konsisten dan berjenjang disebarluaskan melalui berbagai media 
seperti pada ape! pagi maupun rapat-rapat internal disetiap 
bagian, sehingga informasi mengenai PP 53 Tahun 2010 ini 
pelaksanaannya konsisten dan benar-benar menyentuh seluruh 
pegm~·ai dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupalen 
Mukomuko ... .... "(Ha.<sil Wawancara, 20 Maret 2016) 

Pemyataan diatas memberikan pengertian bahwa pegawai di 

Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko telah mengetahui 

adanya PP 53 Tahun 20 I 0 Ten tang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 

Pembahasan mengenai penilaian aspek komunikasi di dalam 

implementasi PP No. 53 Tahun 20 I 0 tentang Disiplin Pegawai Negeri 

Sipil di Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko telah efektif 

disosialisasikankan dengan memanfaatkan beberapa media atau forum 

formal maupun informal dilingkungan organisasi Sekretariat Daerah 

Kabupaten Mukomuko, sehingga pegawai negeri sipil yang berada 

dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko dapat 

mengetahui dan memahaminya secara seksama. 

PP No. 53 Tahun 20 I 0 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 

dapat dikatakan sebagai aturan baku yang mengatur dan mengacu pada 

standarisasi penilaian kedisiplinan pegawai negeri sipil secara 
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nasionaL dari pemerintah pusat sampai pada pemerintah daerah. 

Namun kenyataan yang terjadi di Sekretariat Daerah Kabupaten 

Mukomuko masih terlihat adanya pelanggaran disiplin yang dilakukan 

Pegawai Negeri Sipil bukan atas dasar tidak mengetahui adanya aturan 

yang mengikatnya, melainkan disebabkan oleh kepentingan yang 

mendesak dan mengharuskan mereka melakukan pelanggaran. 

Pimpinan dalam hal ini sangat memaklumi, namun aturan yang 

ditetapkan harus dilaksanaknnya kepada siapa saja yang melanggar. 

b. Aspek Sumber Daya Manusia 

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi 

kebijakan, bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan 

dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian 

ketentuan-ketentuan atau aturan aturan tersebut, j ika para pelaksana 

kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan 

kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan 

kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak 

akan efekti f. 

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya 

dukungan dari sumber daya manusia yang cukup secara kualitas 

maupun kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan 

keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, 

sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia 

apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. 

Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan 
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implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang handal, maka 

implementasi kebijakan akan berjalan lambat. 

Sedangkan Mondy ( 1993) dalam bukunya Human Resource 

Management (51hed.) menjelaskan pendapat Henry Fayol bahwa 

pembagian kerjaltugas harus disesuaikan dengan kemampuan dan 

keahlian sehingga pelaksanaan kerja berjalan dengan baik. Oleh karena 

itu penempatan pegawai harus menggunakan prinsip "The Right Man 

In The Right Place" atau dengan kata lain pembagian kerja harus 

rasionallobjektif. 

Seluruh pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko 

pada dasarnya memiliki andil cukup besar di dalam menyukseskan 

implementasi PP No. 53 Tahun 20 I 0. Adapun jumlah pegawai negeri 

sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 4.2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pada Sekretariat Daerah 

Kabupaten Mukomuko 

No Golongan Status Jumlah Persentase % 
Kepegawaian 
PNS CPNS 

I Golongan I 3 - 3 2,75 

2 Golongan II 32 I 33 30,28 

3 Golongan III 56 - 56 51,38 

4 Golongan IV 17 - 17 15,60 

Jumlah 108 1 108 100 

Sumber: Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Daerah 
Kabupaten Mukomuko, Tahun 2015 
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Penjelasan mengenai jumlah pegawai negeri sipil diatas tidak 

seluruhnya pegawai terlibat sebagai implementor, karena pengawasan 

melekat (waskat) ada ditangan seorang pimpinan. Pucuk pimpinan di 

dalam organisasi sekretariat daerah kabupaten Mukomuko adalah 

seorang sekretaris daerah dan diteruskan hingga pada seorang kepala 

bagian yang memiliki bawahan pada setiap bagiannya. 

Sumber daya man usia yang memiliki jabatan sebagai pimpinan, 

rata-rata jenjang pendidikannya adalah sa~jana atau pascasarJana, 

dimana data tersebut dikuatkan melalui tabel berikut: 

Tabel 4.3. Jumlah Pegawai pada Sekretariat Daerah Kabupaten 

Mukomuko Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

No Tingkat Status Kepegawaian Jumlah Persentase 

Pendidikan PNS CPNS Honorer 

Kontrak TKS 

I SD - - - - -

2 SMP 3 - - - 3 

3 SMA 2I I 17 28 67 

4 03 6 - - - 6 

5 s 1 70 - 8 29 107 

6 S2 7 - - - 6 

7 S3 I - - - I 

Jumlah 108 1 25 57 191 

Sumber: Bag1an Orgamsas1 dan Kepegawa1an Sekretanat Daerah 
Kabupaten Mukomuko, Tahun 20 I5 

Melihat tingkat pendidikan dari seluruh pegawai di sekretariat 

daerah kabupaten Mukomuko dapat dikatakan mereka adalah orang-

orang yang memiliki kualifikasi pendidikan yang cukup baik, 

% 

-

I,57 

35,08 

3, I4 

56,02 

3,66 

0,52 

100 
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dikarenakan hampir seluruhnya telah mengenyam pendidikan paling 

rendah adalah SMP. Namun dalam hal pembagian kerja belum 

disesuaikan dengan keahlian dari pendidikan mereka, sehingga 

pelaksanaan di dalam pekerjaan belum berjalan dengan baik . 

.. . . . . . . . . . say a sering mengalami kesulitan di dalam menjalankan 
tugas dan fungsi pada jabatan saya sekarang, hal ini tidak 
berkesesuaian dengan ilmu saya, jadi kurang efektifnya 
pelabanaan pekerjaan, dikarenakan saya memerlukan waktu 
yang lama untuk mempelajarinya terlehih dahulu ata5 pekerjaan 
yang say a terima ... ...... " (Has if W awancara, 15 April 20 16) 

Melihat sumber daya manusia yang ada, dengan kondisi yang 

disampaikan salah seorang narasumber diatas, dapat dikatakan bahwa 

dari beberapa orang yang memangku jabatan tidak memiliki 

kemampuan dan keahlian yang berkesesuain dengan dasar 

pendidikannya. Hal ini berdasarkan teori George C. Edward lll 

( disadur dalam bukunya Dwiyanto, 2009: 31) bahwa sumber daya 

manusia yang baik dalam proses kebijakan adalah sumber daya 

manusia yang mampu dan benar-benar memahami makna serta tujuan 

dari dilaksanakannya kebijakan tersebut. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan tm, Peraturan 

Pemerintah Nomor 53 Tahun 20 I 0 harus dipahami secara benar oleh 

pelaksana di lapangan, sehingga kebijakan dapat berjalan sustainable 

serta konsisten dan tidak ambigu apabila pelaksanal implementor dapat 

menjalankan proses pelaksanaan kebijakan tersebut dengan benar dan 

baik. Berikut hasil wawancara dengan Asisten Pemerintahan dan 

Kesra-Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko, beliau mengatakan: 
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...... .. saya selaku pegawai negeri sipil serf a pimpinan di 
organisasi ini paham akan PP No. 53 Tahun 2010 yang 
ditujukan kepada seluruh pemerintah, baik itu pusat atau daerah, 
sehingga dari pemahaman saya ini, kedepannya organism;i 
dapat menciptakan lingkungkan kerja yang kondusif karena 
seluruh pegawai Ielah melakukan kewajiban sebagai pegawai 
yang harus menjunjung nilai-nilai kedisiplinan. Berdasarkan 
hitungan kuantitatif,. sosialisasi mengenai PP No. 53 Tahun 2010 
sudah sering dilaksanakan melalui media atau momen seperti 
pertemuan antara pimpinan dan pegawainya. Namun dapat 
dikatakan bahwa belum efektifnya pelaksanaan kebijakan ini 
dikarenakan waskat dari atasan belum secara tegas memberikan 
hukuman yang tepa! bagi siapa sa} a yang melanggar ... .. " (Ha~il 
Wawancara. 16 Apri/2016) 

Selanjutnya Ka. Bag. Administrasi Humas dan Protokoler 

memberikan pernyataan menyangkut pemahaman pelaksana kebijakan 

untuk mengimplementasikan PP No. 53 Tahun 2010, yang mengatakan 

bahwa: 

" ... ... menyangkut bagaimana PP No. 53 Tahun 2010 ini dapat 
berjalan efekJif, maka perlu sih ada strategi yang tepat, dimana 
setiap unsur yang ada di dalam organisasi ini menyatu, dari 
Sekda, Asisten, Kabag, Kasubbag hingga staff untuk bersama
sama menjalankan aturan ini. Ya kesadaran yang diguggah gitu. 
Sebenarnya selain PP No. 53 Tahun 2010, kita disini juga 
mengenal adanya Surat Edaran Nomor: 80013131 B.81 XII 2015 
tentang Penetapan Jam Kerja dan Pakaian Dinas Pegawai 
Negeri Sipil dilingkungan Pemda Kabupaten Mukomuko. Artinya 
secara keinginan untuk mengatur bagaimana PNS ini disiplin 
sudah ada aturan operasionalnya, dimana batasan-batasan yang 
melingkupi proses kerja pegawai sudah dilakukan melalui aturan 
yang dibuat, namun pada praktiknya, pengawasan dan 
penindakannya malah yang susah untuk diterapkan ... ... " (Hasil 
Wawancara, 10 Apri/2016) 

Berdasarkan pemyataan dari kedua pimpinan diatas, maka 

penu1is mencoba untuk mengaitkan dengan pemyataan bawahannya, 

dimana hal ini penting dilakukan, mengingat penelitian ini mencoba 

untuk melihat efektivitas dari implementasi PP No. 53 Tahun 2010, 
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berikut salah seorang staff pada Bagian Administrasi Humas dan 

Protokoler mengatakan: 

" ... .... ya kami mengetahui dan sedikit memahami subtansi dari PP 
No. 53 Tahun 2010 yang mengatur tentang disiplin PNS. Ya kita 
semua berharap, agar citra birokrasi di mata publik adalah baik, 
nah untuk mendapatkan hal tersebut. sebenarnya tugas kita lah 
untuk bisa menampilkan yang terbaik dari hal seperti 
kedisiplinan tersebut ... ... "(Hasil Wawancara, 10 Apri/2016) 

Melalui hasil wawancara dari beberapa narasumber diatas, 

bahwa kita sepakat sumberdaya manusia merupakan unsur terpenting 

di dalam proses implementasi suatu kebijakan, salah satu unsur 

terpenting yang harus diperhatikan sumber daya manusia tersebut 

adalah pemahaman dia akan kebijakan yang diimplementasikan. 

Implementor kebijakan PP No. 53 Tahun 2010 tentang kedisiplinan 

PNS di Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko sudah dapat 

terlaksana dengan baik, dengan ditandainya pemahaman SDM-nya 

untuk menerima kebijakan tersebut, akan tetapi masih terdapat 

beberapa permasalahan yang berkaitan dengan penindakan langsung 

atas kesalahan yang dilakukan oleh siapa saja yang melanggar, hal ini 

belum bisa ditunjukkan dengan ketegasan dari seorang pimpinan 

terhadap bawahannya. 

Terjadinya peningkatan jumlah pelanggaran disiplin Pegawai 

Negeri Sipil berdasarkan PP No. 53 Tahun 20 I 0, disebabkan pula oleh 

kurangnya pengawasan atasan langsung. Kondisi ini diketahui, karena 

atasan langsung lebih banyak menyerahkan pengawasan sepenuhnya 

kepada pimpinan pada masing-masing satuan kerja (satker) 

dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko. Sementara 
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amanat di dalam PP No. 53 Tahun 2010 secarajelas memberikan peran 

pengawasan kepada atasan langsung masing-masing Pegawai Negeri 

Sipil dilingkup organisasinya. 

Berdasarkan hal di atas, dapat dikatakan bahwa proses 

implementasi dapat tidak berjalan efektif, apabila sumber daya 

pelaksana kebijakan tersebut tidak dapat mendukung dengan jelas 

konteks dari kebijakan yang hendak dicapai oleh organisasi. 

Sebagaimana George C. Edward Ill menjelaskan bahwa perintah

perintah implementasi mungkin dapat diteruskan secara cermat, jelas 

dan konsisten, akan tetapi jika sumber-sumber di dalam pelaksanaan 

kebijakan kurang memiliki dukungan, maka implementasi ini pun 

cenderung tidak efektif (di sadur dan di edit berdasarkan pemahaman 

Winarno, 2002: 132). 

c. Aspek Disposisi atau Sikap 

Disposisi yang dikembangkan di dalam model George C. 

Edward III (Dwiyanto, 2009: 62) memiliki karakter yang kuat 

(konsisten), serta benar-benar dapat melaksanakannya sesum 

aturannya. Disposisi berhubungan erat dengan sikap implementor 

dalam mendukung pelaksanaan aturan yang ada. Seperti yang telah 

dijelaskan sebelumnya, bahwa implemetor di dalam kasus ini adalah 

para pimpinan yang sifatnya hierarkis pada masing-masing satuan 

kerja yang membawahi beberapa PNS. Kaitannya akan hal tersebut 

belum ditandai secara baik oleh implementor untuk mampu menindak 
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bawahannya secara tegas, apabila melanggar secara subtansi yang 

diatur dalam PP No. 53 Tahun 2010 tersebut. 

Disposisi dalam model kebijakan George C. Edward Ill 

merupakan penunjuk karakteristik yang menempel erat kepada 

implementor kebijakan/program. Karakter yang penting dimiliki oleh 

implementor yang memiliki kejujuran, komitmen dan demokratis. 

Seorang narasumber yaitu Asisten Bidang Ill yang mengurusi 

Administrasi Umum memberikan pemyataanya mengenai sikap yang 

harus ditunjukkan oleh implementor kebijakan, agar kebijakan tersebut 

dapat diterima serta dijalankan secara baik dan konsisten, berikut 

beliau sampaikan: 

..... ... saya selaku unsur pimpinan dan beserta asisten, kepala 
bagian dan terlebih lagi adalah Bapak Setda menyadari bahwa 
kamilah sebagai pimpinan yang harus dapat memberikan contoh 
kepada bawahan kami. 0/eh karenanya untuk menjaga 
kedisiplinan pegawai kami selalu menjunjung nilai-nilai 
integritas. Dari contoh dan nilai-nilai etis yang ditularkan 
tersebut setidaknya dapat memberikan suplemen bagi pegawai 
kami untuk mampu melakukan apa yang Ielah dicontohkan oleh 
pimpinannya ... .... " (Hasil Wawancara, 10 Apri/2016) 

Selanjutnya seorang narasumber juga memberikan statement 

bahwa: 

....... benar adanya mas, kalau kita sebisa mung kin melaksanakan 
aturan dari PP No. 53 Tahun 2010 secara benar, diantaranya 
dijelaskan pada Bab II Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 
Tahun 2010 dijela'ikan bahwa pegawai negeri sipil memiliki 
kewajiban-kewajiban sebagai berikut.· 
a) mengucapkan sumpahljanji PNS; 
b) mengucapkan sumpahljanjijabatan; 
c)setia dan taat sepenulmya kepada Pancasila, Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah; 

d) menaati segala ketentuan peraturan perundangundangan; 
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e) melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada 
PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung 
jmvab; 

f) menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan 
martabat P NS; 

g mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan 
sendiri, seseorang, dan/atau go/ongan; 

h)memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau 
menurut perintah harus dirahasiakan; 

i) bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk 
kepentingan negara; 

j) melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila 
mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau 
merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang 
keamanan, keuangan, dan materii/; 

k)masuk kerja dan menaati ketentuanjam ker:ja; 
/) mencapai sasaran kerja pegmvai yang ditetapkan; 
m)menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara 

dengan sebaik-baiknya; 
n)memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat; 
o)membimbing bmvahan da/am me/aksanakan tugas; 
p)memberikan kesempatan kepada bmvahan untuk 

mengembangkan karier; dan 
q)menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat 

yang berwenang." 

Sinamo (dalam bukunya Membangun Budaya Produktif dan 

Etos Kerja PNS, 20 II) menyatakan bahwa peraturan mengenai disiplin 

pegawai negeri sipil mencakup hal-hal yang memuat tentang 

kewajiban, larangan, dan jenis hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan 

kepada pegawai negeri sipil yang telah terbukti melakukan 

pelanggaran. Mulai dari jenis hukuman disiplin ringan, sedang, hingga 

berat. Ketidakdisiplinan pegawai negeri sipil akan selalu menjadi 

sorotan tajam masyarakat, mengingat status seorang pegawai negeri 

sipil adalah sosok yang patut dijadikan contoh dan teladan, karena 

dianggap sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah. Sehingga 
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sangat wajar apabila masyarakat memiliki keinginan dan harapan yang 

lebih terhadap kinerja dan produktivitas pegawai negeri sipil. 

Ka. Sub. Bag. Organisasi dan Kepegawaian memberikan 

pemyataannya pula berkenaan dengan aspek disposisi ini, dimana 

beliau mengatakan bahwa: 

" ... .... .praktik pelaksanaan dari PP No. 53 Tahun 2010 tentang 
kedisiplinan PNS terlihat masih terdapatnya pelanggaran. 
Walaupun pelanggaran tersebut masih dikategorikan ringan. 
Bentuk pelanggaran yang sering dilakukan pegmvai adalah 
keluar disaat belum waktunyajam pulang dan selebihnya adalah 
bentuk pelanggaran tidak mengikutinya ape/ di pagi hari dan 
sore. Kita tahu bahwa kehadiran PNS yang te/ah diatur waktu 
datang dan pulangnya merupakan bagian dari tertibnya 
pegawai di dalam bekerja, yang se!anjutnya dapat dikatakan 
disiplin apabila pegawai tersebut dapat hadir ke kantor dan 
beketja sesuai waktu yang telah ditentukan ... .... " (Has if 
Wawancara, 7 April 2016) 

George C. Edward Ill melihat aspek disposisi sebagai sikap 

yang menunjukkan etikat baik untuk mau melaksanakan aturan yang 

telah ditentukan. Kaitannnya dengan penelitian ini, maka dapat 

dikatakan bahwa aspek disposisi berdasarkan proses implementasi PP 

No. 53 Tahun 2010 di Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko belum 

sepenuhnya ditanggapi secara baik oleh pelaksana kebijakan, karena 

masih terdapat pegawainya yang tidak menjalankan instruksi yang 

diamanatkan pada PP No. 53 Tahun 2010 secara baik dan benar. 

Berangkat dari sikap pelaksana yang diungkapkan di atas, maka 

hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman implementor 

dalam menerima komunikasi serta informasi mendalam akan kebijakan 

PP No. 53 Tahun 2010. Penangkapan komunikasi diindikasikan 

adanya faktor penghambat oleh ketidakmampuan para pelaksana untuk 
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mengetahui persyaratan-persyaratan suatu kebijakan. Sehingga 

persepsi terbentuk atas dasar penafsiran, bukan berangkat dari 

pemahaman utuh akan konteks kebijakan yang ada. Apabilah PP No. 

53 Tahun 2010 ini dapat dipahami secara utuh oleh pimpinan, maka 

tidak ada lagi pendelegasian dalam menghukum Pegawai Negeri Sipill 

kepada tingkat pimpinan di bawahnya. 

d. Aspek Struktur Birokrasi 

Aspek struktur birokrasi ini melingkupi dua hal yaitu 

mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah 

mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat 

Standart Operation Procedure (SOP). Standart Operation Procedure 

(SOP) menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak 

agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan 

sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur 

birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung 

melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang 

rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas 

organisasi menjadi tidak fleksibel. 

Sedangkan struktur birokrasi yang dimaksud di dalam bukunya 

oleh Purwanto dan Sulistyastuti (20 12) bahwa struktur birokrasi yang 

baik pada dasarnya merupakan hierarki implementasi di dalam 

pemerintahan. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut. 
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Gambar 4.2. Hierarki Implementasi 

Sekretaris Daerah: 
1. Memahami tujuan kebijakan 
2. Mengkomunikasikan kepada setiap 

unsur pimpinan dibawahnya 
3. Mengawasi pelaksanaan 
4. Menindak pelanggaran 

~ 
Asisten I, II dan III: 
1. Memahami perintah Sekda 
2. Mengkomunikasikan kepada setiap 

Kepala Bagian 
3. Mengawasi pelaksanaan 
4. Menindak pelanggaran 

+ 
Kepala Bagian: 
1. Memahami perintah Atasan 
2. Mengkomunikasikan kepada setiap 

Kepala Sub Bagian 
3. Mengawasi pelaksanaan 
4. Menindak pelanggaran 

• Kepala Sub Bagian: 
1. Memahami perintah Atasan 
2. Mengkomunikasikan kepada setiap para 

staff 
3. Mengawasi pelaksanaan 
4. Menindak pelanggaran 

!_ 

Sasaran Kebijakan 
Memahami Perintah dan Melaksanakannya 

Sumber: 0/ah data Penelitian, 2016. 

Ka. Bag. Administrasi Humas dan Protokoler dalam 

kesempatan wawancara memberikan pandangannya mengenai stuktur 

birokrasi sebagai berikut. 
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" .......... PP No. 53 Tahun 2010 merupalwn aturan yang dikenalwn 
kepada seluruh PNS maupun CPNS dilingkungan pemerintah 
pusat maupun daerah, di dalam jelas mengatur bagaimana 
sehamsnya seorang PNS melakukan kewajibannya, serta 
/arangan-Iarangan dan hukuman bagi PNS yang melanggar 
aturan yang ada. Sedangkan imp/ementasi mengenai PP No. 53 
Tahun 2010 yang dilakulwn di Sekretariat Daerah ini dengan 
cara mengkomunikasilwnnya kepada selumh pegawai, mulai 
dari Asisten, Ka. Bag kemudian Ka. Sub. Bag hingga pada 
ke/ompok sasaran kebijalwn secara menyeluruh. ...... " (Hasil 
Wawancara, 10 Apri/2016) 

Melalui hasil wawancara yang disampaikan oleh Ka. Bag. 

Administrasi Humas dan Protokoler diatas, maka berkenaan dengan 

stuktur birokrasi dalam mengimplementasikan PP No. 53 Tahun 20 I 0 

sudah dapat di lihat bagaimana proses komunikasi yang dilakukan 

berjenjang sesuai dengan teori proses struktur birokrasi yang benar. 

Sehingga kondisi yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten 

Mukomuko mengenai struktur birokrasi tersebut telah sesuai dengan 

harapan yang dijelaskan pada teori model kebijakan George C. Edward 

III. 

Peraturan Pemerintah Nom or 53 Tahun 2010 menjelaskan tiga 

Jems hukuman disiplin, yang terdiri dari hukuman disiplin ringan, 

hukuman disiplin scdang dan hukuman disiplin berat (Lihat Tabel 2.2: 

39). Proses untuk menjahtukan hukuman, perlu dilihat berdasarkan 

prosedur yang jelas dan melihat aspek-aspek penting terkait keluasan 

implemntor memandang nilai-nilai obyektif tanpa ada intervensi 

maupun keinginan untuk menutup-nutupi kesalahan bawahannya. 

Melihat prosedur penjatuhan hukuman seperti pada penjelasan 

diatas, maka hal ini sangat berkesesuaian dengan pendapat Dwiyanto 
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(2009: 32) bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam 

implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi mencakup dua hal 

yang penting, pertama adalah mekanisme dan struktur organisasi 

pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah 

ditetapkan melalui Standart Operation Procedur (SOP) yang 

dicantumkan dalam guideline program/kebijakan. Standart Operation 

Procedur (SOP) yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, 

sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun karena 

akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. Sedangkan 

struktur organisasi pelaksana pun sejauh mungkin menghindari hal 

yang berbelit, panjang dan komplek. 

Struktur organisasi pelaksana harus dapat menJamm adanya 

pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara 

cepat. Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan 

kebijakan memi!iki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi 

kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap 

organisasi adalah adanya Standart Operation Procedur atau SOP. 

Standart Operation Procedur (SOP) menjadi pedoman bagi setiap 

implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang 

akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red tape, 

yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya 

menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel. 

Salah contoh didalam penetapan prosedur atau pedoman bagi 

implementor, terlihat dari pelaksanaan di dalam penjatuhan hukuman/ 
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sanksi. Adapun pelaksanaan pemberian hukuman atau sanksi di 

Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko kepada pegawm yang 

melanggar dilakukan oleh pejabat yang berwenang seperti halnya 

atasan langsung pegawai dan sifatnya berjenjang. Pelaksanaan 

pemberian hukuman tersebut harus sesuai dengan ketentuan dan 

mekanisme yang ada. Sehingga untuk mengilustrasikan bagaimana 

proses pelaksanaan pemberian sanksi dilakukan, dapat dilihat pada 

prosedur penjatuhan hukuman atau sanksi yang disesuaikan dengan 

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 21 Tahun 20 I 0 

mengenai Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 

2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 

Gambar 4.3. Prosedur Penjatuhan Hukuman 

Pemanggilan PNS di panggil 
secara tertulis 

7 hari kerja 

1 
Panggilan kedua 7 

hari kerja 

~ 
Tanggal 
pemeriksaan dengan 
memperhatikan 
waktu diterimanya 
surat panggilan 
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Pemeriksaan 

Tata cara 
penjatuhan 
hukumman 

disiplin 

Atasan langsung 
atau tim pemeriksa 
mempelajari laporan 
atau bahan 
pelanggaran disiplin 
Pegawai Negeri 
Sipil 

Pemeriksaan dilakukan 
tertutup hanya dihadiri 
Pegawai Negeri Sipil 
bersangkutan dan 
Pemeriksa, hasil 
pemeriksaan dituangkan 
dalam Berita Acara 
Pemeriksaan (BAP) yang 
ditandatangani oleh 
pemeriksa atau atasan 
langsung. 

Teguran lisan 

+ 
Teguran tertulis 

+ 
Pernyataan tidak 
puas secara tertulis 

+ 
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Penundaan kenaikan 
gaji berkala selama 
1 (satu) tahun 

Penundaan kenaikan 
pangkat selama 1 
(satu) tahun 

Penurunan pangkat 
lebih rendah selama 
I (satu) tahun 

Penurunan pangkat 
setingkat lebih 
rendah selama 3 
(tiga) tahun 

Pemindahan dalam 
rangka penurunan 
jabatan setingkat 
lebih rendah 

Pembebasan jabatan 

Pem berhentian 
dengan hormat tidak 
atas permintaan 
sendiri sebagai 
Pegawai Negeri 
Sipil (PNS) 
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l 
Upaya 

administratif 

l 
Dilakukanjika 
Pegawai Negeri 
Sipil (PNS) tidak 
puas terhadap 
hukuman disiplin 
berupa keberatan 
atau banding 
administratif 

~ 
Hukuman disiplin 
yang tidak dapat 
diajukan upaya 
administratif 

Hukuman disiplin 
yang dapat diajukan 
upaya administratif 

Tata cara pengajuan 
keberatan kepada 
atasan pejabat yang 
berwewenang 
menghukum 
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Sumber: Prosedur Penetapan Hukuman dan Sanksi (Tanujaya, 2011) 

Berdasarkan Gambar 4.3. di atas, maka dibawah ini akan 

diuraikan keterangan gambar sebagai berikut. 

I. Pemanggilan 
1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang di duga melakukan 

pelanggaran disiplin, dipanggil secara tertulis untuk diperiksa 
oleh atasan langsung atau tim pemeriksa. 
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2. Pemanggilan secara tertulis kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) 
yang di duga melakukan pelanggaran disiplin, dilakukan paling 
lambat 7 hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan. 

3. Apabilah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang di duga melakukan 
pelanggaran disiplin pada tanggal yang seharusnya 
bersangkutan diperiksa namun tidak hadir, maka dilakukan 
pemanggilan kedua paling lambat 7 hari kerja sejak tanggal 
seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan 
pertama. 

4. Penentuan tanggal pemeriksaan dalam surat pemanggilan 
pertama dan pemanggilan kedua harus memperhatikan waktu 
yang diperlukan untuk menyampaikan dan diterimanya surat 
panggilan. 

5. Apabilah pada tanggal pemeriksaan yang ditentukan dalam 
surat pemanggilan kedua Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang 
bersangkutan tidak hadir juga, maka pejabat yang 
berwewenang menghukum menjahtukan hukuman disiplin 
berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa 
dilakukan pemeriksaan. (Peraturan Kepala Badan Kepegawaian 
Negara No. 21 Tahun 2010 mengenai Ketentuan Pelaksanaan 
Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil, dalam Tanujaya, 20 II) 

2. Pemeriksaan 
I. Sebelum melakukan pemeriksaan, atasan langsung atau tim 

pemeriksa mempelajari lebih dahulu dengan seksama laporan
laporan atau bahan-bahan mengenai pelanggaran disiplin yang 
di duga dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang 
bersangkutan 

2. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud di atas, dilakukan secara 
tertutup, hanya dihadiri oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang 
diperiksa dan pemeriksa. 

3. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang di duga melakukan 
pelanggaran disiplin yang kewenangan penjatuhan hukum 
disiplinnya menjadi wewenang presiden dan Pegawai Negeri 
Sipil (PNS) yang di duga melakukan pelanggaran disiplin. 
Adapun pemeriksaannya menjadi kewenangan pejabat 
pembinaan kepegawaian atau Gubemur sebagai atasan 
langsungnya. 

4. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diperiksa karena di duga 
melakukan pelanggaran disiplin wajib menjawab segala 
pertanyaan yang diajukan oleh atasan langsungnya. 

5. Apabilah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diperiksa itu tidak 
mau menjawab pertanyaan, maka yang bersangkutan dianggap 
mengakui pelanggaran disiplin yang dituduhkan kepadanya. 

6. Hasil pemeriksaan harus dituangkan dalam bentuk Berita Acara 
Pemeriksaan (BAP). 
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7. Apabilah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diperiksa 
mempersulit pemeriksaan, maka hal itu tidak menjadi 
hambatan untuk menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan 
bukti-bukti yang ada. 

8. Apabilah menurut hasil pemeriksaan, ternyata kewenangan 
untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai Negeri 
Sipil (PNS) tersebut merupakan kewenangan: 
I) Atasan langsung yang bersangkutan, maka atasan langsung 

wajib menjatuhkan hukuman disiplin. 
2) Pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsungnya wajib 

melaporkan secara hierarki disertai Berita Acara 
Pemeriksaan (BAP), laporan kewenangan penjatuhan 
hukuman disiplin. 

9. Apabilah terdapat pelanggaran disiplin yang ancaman 
hukumannya sedang dan berat, maka pejabat pembina 
kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk tim 
pemeriksa yang terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, 
dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk. 

I 0. Apabilah atasan langsung dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) 
yang bersangkutan terlibat dalam pelanggaran tersebut, maka 
yang menjadi anggota tim pemeriksa adalah atasan yang lebih 
tinggi secara berjenjang. 

II. Susunan tim pemeriksa terdiri dari: 
I) 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; 
2) I (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan 
3) Paling kurang I (satu) orang anggota. 

12. Tim pemeriksa bersifat temporer yang bertugas sampai proses 
pemeriksaan selesai terhadap suatu dugaan pelangaran disiplin 
yang dilakukan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS). 

13. Apabilah diperlukan, untuk mendapatkan keterangan yang 
lebih lengkap dan dalam upaya menjamin objektivitas dalam 
pemeriksaan, atasan langsung, tim pemeriksa atay pejabat yang 
berwenang menghukum dapat meminta keterangan dari orang 
lain. 

14. Untuk mcmperlancar pemeriksaan, Pegawai Negeri Sipil (PNS) 
yang di duga me1akukan pelanggaran disiplin dan kemunkinan 
akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dapat dibebaskan 
sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsungnya sejak 
yang bersangkutan diperiksa sampai dengan ditetapkannya 
keputusan hukum disiplin. 

15. Agar pelaksanaan tugas organisasi tetap berjalan sebagaimana 
mestinya, maka selama Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang 
bersangkutan dibebaskan sementara dari tugas jabatannya, 
diangkat pejabat pelaksana harian. 

16. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dibebaskan sementara dari 
tugas dan jabatannya, tetap masuk kerja dan diberikan hak-hak 
kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
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17. Apabilah atasan langsung dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) 
yang di duga melakukan pelanggaran disiplin tidak ada ataupun 
terjadi kekosongan, maka untuk pembebasan sementara dari 
tugas jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi atau 
secara berjenjang. 

18. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) harus ditandatangani oleh 
atasan langsung atau tim pemeriksa dan Pegawai Negeri Sipil 
(PNS) yang diperiksa. Apabilah ada isi Berita Acara 
Pemeriksaan (BAP) itu yang menurut pendapat Pegawai Negeri 
Sipil (PNS) yang diperiksa tidak sesuai dengan apa yang 
diucapkan, maka hal itu diberitahukan kepada pemeriksa dan 
pemeriksa wajib memperbaikinya. 

19. Apabilah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diperiksa tidak 
bersedia menandatangani Berita Acara pemeriksaan (BAP), 
maka Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut cukup 
ditandatangani oleh pemeriksa, dengan memberikan catatan 
dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) bahwa Pegawai Negeri 
Sipil (PNS) yang diperiksa tidak bersedia menandatangani 
Beriata Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut, tetap dijadikan 
dasar untuk menjahtukan hukuman disiplin. 

20. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah diperiksa berhak 
mendapat foto copy Berita Acara Pemeriksaan (BAP). 

21. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dipekerjakan atau 
diperbanukan pada perwakilan Republik Indonesia di Luar 
Negeri yang di duga melakukan pelanggaran disiplin, 
pemeriksaannya dilakukan oleh atasan langsungnya. 
Sedangkan penjatuhan hukuman tetap menjadi kewenangan 
kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. 
(Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 21 Tahun 
20 I 0 mengenai Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 
No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, 
dalam Tanujaya, 2011) 

3. Tata cara penjatuhan hukuman disiplin 
1. Teguran lisan 

1) Jenis hukuman disiplin berupa teguran lisan ditetapkan 
dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum. 

2) Keputusan hukuman disiplin yang berupa teguran lisan, 
harus menyebutkan pelanggaran disiplin apa yang telah 
dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang 
bersangkutan. 

2. Teguran tertulis 
1) Jenis hukuman disiplin berupa teguran tertulis ditetapkan 

dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum. 
2) Keputusan hukumman disiplin yang berupa teguran tertu1is, 

harus menyebutkan pelanggaran disiplin apa yang telah 
dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang 
bersangkutan. 
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3. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun 
I) Jenis hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji 

berkala selama 1 (satu) tahun, ditetapkan dengan keputusan 
pejabat yang berwewenang menghukum. 

2) Jenis hukuman disiplin yang berupa penundaan kenaikan 
gaji berkala ditetapkan untuk selama I (satu) tahun. 

3) Keputusan mengenai hukuman disiplin berupa penundaan 
kenaikan gaji berkala seiama I (satu) tahun, harus 
disebutkan peianggaran disiplin oleh Pegawai Negeri Sipil 
(PNS) yang bersangkutan. 

4) Masa penundaan kenaikan gaji berkaia, dihitung penuh 
untuk kenaikan gaji berkala berikutnya. 

4. Penundaan kenaikan pangkat seiama I (satu) tahun 
I) Jenis hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat 

ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwewenang 
menghukum. 

2) Jenis hukuman disipiin berupa penundaan kenaikan 
pangkat, ditetapkan berlaku untuk selama 1 (satu) tahun, 
terhitung mulai tanggal kenaikan pangkat yang 
bersangkutan dapat dipertimbangkan. 

3) Masa kerja selama penundaan kenaikan pangkat, tidak 
dihitung untuk masa kerja kenaikan pangkat berikutnya. 

4) Keputusan hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan 
pangkat harus disebutkan pelanggaran disipiin yang 
dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang 
bersangkutan. 

5. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun 
I) Jenis hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat 

lebih rendah selama I (satu) tahun ditetapkan dengan 
keputusan pejabat yang berwewenang menghukum. 

2) Keputusan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat 
setingkat lebih rendah selama I (satu) tahun harus 
menyebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan. 

3) Setelah menjalani hukuman disiplin penurunan pangkat 
selesai, maka pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang 
bersangkutan dengan sendirinya kepada pangkat yang 
semula. 

4) Masa kerja selama menjalani hukuman disiplin berupa 
penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) 
tahun tidak dihitung sebagai masa kerja kenaikan pangkat. 

6. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun 
I) Jenis hukuman disiplin yang berupa penurunan pangkat 

setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun ditetapkan 
dengan keputusan pejabat yang berwewenang memberi 
hukuman. 

42223.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



99 

2) Jenis hukuman disiplin yang berupa penurunan pangkat 
ditetapkan setingkat lebih rendah untuk selama 3 (tiga) 
tahun. 

3) Keputusan mengenai hukuman disiplin yang berupa 
penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) 
tahun harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan 
oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan. 

4) Setelah menjalani hukuman disiplin penurunan pangkat 
setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun selesai, maka 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan dengan 
sendirinya kembali kepada pangkat yang semula. 

5) Masa kerja selama menjalani hukuman disiplin berupa 
penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) 
tahun tidak dihitung sebagai masa kerja kenaikan pangkat. 

7. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih 
rendah 
l) Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat 

lebih rendah dilakukan dengan mempertimbangkan 
lowongan jabatan yang lebih rendah dan kompetensi yang 
bersangkutan sesuai dengan persyaratan jabatan yang 
ditentukan. 

2) Jenis hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka 
penurunan jabatan setingkat lebih rendah ditetapkan dengan 
keputusan pejabat yang berwewenang menghukum. 

3) Surat mengenai keputusan hukuman disiplin tersebut harus 
menyebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan. 

4) Pejabat pembina kepegawaian harus segera menetapkan 
keputusan tentang pengangkatan dalam jabatan baru yang 
telah ditentukan sesuai dengan kompetensi dan persyaratan 
jabatan serta harus segera dilantik dan diambil sumpahnya. 

5) Tunjangan jabatan yang lama dihentikan mulai bulan 
berikutnya, sejak ditetapkannya keputusan hukuman disiplin 
berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan 
setingkat lebih rendah. 

6) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dikenai hukuman disiplin 
berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan 
struktural setingkat lebih rendah, diberikan tunjangan 
jabatan berdasarkan jabatan baru yang di dudukinya sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

7) Penurunan jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang 
menduduki jabatan fungsional tertentu. Pegawai Negeri 
Sipil (PNS) yang dijatuhi hukuman disiplin berupa 
pemindahan dalam rangka penurunan jabatan fungsional 
tertentu setingkat lebih rendah, tetap menduduki pangkat 
sebelum di turunkan jabatannya. Pejabat pembina 
kepegawaian harus segera menetapkan keputusan tentang 
pengangkatan dalam jabatan baru yang telah ditentukan. 
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8) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dijatuhi hukuman disiplin 
pemindahan dalam rangka penurunan jabatan fungsional 
tertentu setingkat lebih rendah diberikan tunjangan jabatan 
berdasarkan jabatan baru yang di dudukinya sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

8. Pembebasan dari jabatan 
1) Jenis hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan, 

harus ditetapkan dengan keputusan pejabat yang 
berwewenang menghukum. 

2) Surat putusan mengenai hukuman disiplin tersebut, harus 
menyebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan. 

3) Selama dibebaskan dari jabatan, Pegawai Negeri Sipil 
(PNS) yang bersangkutan masih tetap menerima 
penghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) kecuali 
tunjangan jabatan. 

4) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dijatuhi hukuman disiplin 
berupa pembebasan dari jabatan, baru dapat diangkat 
kembali dalam suatu jabatan setelah Pegawai Negeri Sipil 
(PNS) yang bersangkutan paling singkat 1 (satu) tahun 
setelah dibebaskan dari jabatannya. 

9. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri 
sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) 
I) Jenis hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan 

hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai 
Negeri Sipil (PNS) di tetapkan dengan keputusan pejabata 
yang berwewenang menghukum. 

2) Keputusan hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat 
tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil 
(PNS), harus disebutkan pelanggaran disiplin yang 
dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang 
bersangkutan. 

3) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dijatuhi hukuman disiplin 
pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri 
sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), diberikan hak-hak 
kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perudang
undangan. 

I 0. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri 
Sipil (PNS) 

I) Jenis hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan 
hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di tetapkan 
dengan keputusan pejabat yang berwewenang memberikan 
hukuman. 

2) Keputusan hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan 
hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) menyebutkan 
pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri 
Sipil (PNS) yang besangkutan. 
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11. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dijatuhi pemberhentian tidak 
dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), tidak 
diberikan hak pensiun. (Peraturan Kepala Badan Kepegawaian 
Negara No. 21 Tahun 2010 mengenai Ketentuan Pelaksanaan 
Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Ten tang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil, dalam Tanujaya, 20 I I) 

4. Penyampaian hukuman disiplin 
1. Setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan 

keputusan pejabat yang berwewenang menghukum. 
2. Pada prinsipnya penyampaian keputusan hukuman disiplin 

dilakukan sendiri oleh pejabat yang berwewenang memberi 
hukuman. 

3. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan dipanggil 
secara tertulis untuk hadir menerima keputusan hukuman 
disiplin. 

4. Penyampaian keputusan hukuman disiplin disampaikan secara 
tertutup oleh pejabat yang berwewenang menghukum atau 
pejabat lain yang ditunjuk kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) 
yang bersangkutan serta tembusannya disampaikannya kepada 
pejabat instansi yang terkait. 

5. Apabilah tempak kedudukan pejabat yang berwewenang 
menghukum dan tempat Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang 
dijatuhi hukuman disiplin berjauhan, maka pejabat yang 
berwewenang menghukum dapat menunjuk pejabat lain untuk 
menyampaikan keputusan hukuman disiplin tersebut, dengan 
ketentuan bahwa pangkat atau jabatannya tidak lebih rendah 
dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dijatuhi hukuman 
disiplin. 

6. Penyampaian keputusan hukuman disiplin dilakukan paling 
lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan. 

7. Apabilah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dijatuhi hukuman 
disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan hukuman 
disiplin, keputusan hukuman disiplin di kirim kepada yang 
bersangkutan melalui alamat terakhir yang diketahui dan 
tercatat di instansinya. 

8. Hukuman disiplin yang ditetapkan dengan keputusan Presiden 
disampaikan kepada PNS yang dijatuhi hukuman disiplin oleh 
pimpinan instansi induknya. (Peraturan Kepala Badan 
Kepegawaian Negara No. 21 Tahun 20 I 0 mengenai Ketentuan 
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 201 0 Tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dalam Tanujaya, 2011) 

5. Upaya administratif 
1. Umum 

1) Upaya administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh 
oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak puas terhadap 
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hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa 
keberatan atau banding administratif. 

2) Keberatan adalah upaya administratif yang dapat ditempuh 
oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak puas terhadap 
hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang 
berwewenang menghukum kepada atasan pejabat yang 
berwewenang menghukum. 

3) Banding administratif adalah upaya administraftif yang 
dapat ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang 
tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa 
pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri 
atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai 
Negeri Sipil (PNS) yang dijatuhkan oleh pejabat yang 
berwewenang menghukum, kepada badan pertimbangan 
kepegawaian. 

2. Hukuman disiplin yang tidak dapat diajukan upaya 
administratif 
I) Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Presiden. 
2) Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat pembina 

kepegawaian, berupa jenis hukuman disiplin. 
a) Teguran lisan. 
b) Teguran tertulis. 
c) Pemyataan tidak puas secara tertulis. 
d) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun. 
e) Penundaan kenaikan pangkat selama I (satu) tahun. 
f) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 

(satu) tahun. 
g) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 

(tiga) tahun. 
h) Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat 

lebih rendah. 
i) Pembebasan dari jabatan. 

3) Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Gubemur selaku 
wakil pemerintah berupa jenis hukuman disiplin berat, 
yaitu: 
a) Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat 

lebih rendah. 
b) Pembebasan dari jabatan. 

4) Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh kepala perwakilan 
Republik Indonesia berupa hukuman disiplin: 
a) Teguran lisan. 
b) Teguran tertulis 
c) Pernyataan tidak puas secara tertulis. 
d) Pemndahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat 

lebih rendah. 
e) Pembebasan dari jabatan. 

42223.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



103 

5) Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang 
berwewenang menghukum, berupa jenis hukuman disiplin 
ringan, yaitu: 
a) Teguran lisan. 
b) Teguran tertulis 
c) Pernyataan tidak puas secara tertulis. 

3. Hukuman disiplin yang dapat diajukan upaya administratif 
I) Hukuman disiplin yang dapat diajukan keberatan adalah 

yang dijatuhkan oleh: 
a) Pejabat struktural esselon I dan pejabat yang setara ke 

bawah, untukjenis hukuman disiplin sedang berupa: 
(I) Penundaan kenaikan gaji berkala selama I (satu) 

tahun. 
(2) Penundaan kenaikan pangkat selama I (satu) tahun. 

b) Sekretaris daerah/ pejabat struktural esse ion II 
kabupaten/ kota ke bawah/ pejabat yang setara ke 
bawah, untuk jenis hukuman disiplin sedang. 

c) Pejabat struktural esse ion II ke bawah di lingkungan 
instansi vertikal dan unit setara dengan sebutan lain 
yang atasan langsungnya pejabat struktural esselon I 
yang bukan pejabat pembina kepegawaian, untuk jenis 
hukuman disiplin sedang berupa. 
(I) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) 

tahun. 
(2) Penundaan kenaikan pangkat selama l (satu) tahun. 

d) Pejabat struktural essselon II ke bawah di lingkungan 
instansi vertikal dan kantor perwakilan provinsi dan unit 
setara dengan sebutan lain yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada pejabat pembina 
kepegawaian, untuk jenis hukuman disiplin sedang, 
berupa: 
(I) Penundaan kenaikan gaji berkala selama l (satu) 

tahhun. 
(2) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun. 

2) Hukuman disiplin yang dapat diajukan banding 
administratif adalah yang dijatuhkan oleh pejabat pembina 
kepegawaian dan Gubemur sebagai wakil pemerintah untuk 
jenis hukuman disiplin berat, berupa: 
( l) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan 

sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). 
(2) Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Pegawai 

Negeri Sipil (PNS). 
4. Tata cara pengajuan keberatan kepada atasan pejabat yang 

berwewenang menghukum. 
1) Keberatan diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat 

yang berwewenang menghukum dengan memuat alasan 
keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat 
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yang berwewenang menghukum dan pejabat yang 
membidangi kepegawaian pada satuan unit kerja. 

2) Keberatan tersebut sudah harus diajukan dalam rangka 
waktu 14 (empat betas) hari kalender, terhitung mulai 
tanggal yang bersangkutan menerima keputusan hukumman 
disiplin. 

3) Pejabat yang berwewenang menghukum setelah menerima 
tembusan sural keberatan atas keputusan hukuman disiplin 
yang telah dijatuhkannya. harus memberikan tanggapan atas 
keberatan yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) 
yang bersangkutan. 

4) Tanggapan tersebut disampaikan secara tertulis kepada 
atasan pejabat yang berwewenang menghukum dalam 
jangka waktu 6 (enam) hari kerja terhitung mulai tanggal 
yang bersangkutan menerima tembusan surat keberatan. 

5) Atasan pejabat yang berwewenang menghukum wajib 
mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan, dalam 
jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja 
terhitung mulai tanggal atasan pejabat yang berwewenang 
menghukum mengambil keputusan berdasarkan data yang 
ada. 

6) Apabilah dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja pejabat 
yang berwewenang menghukum tidak memberikan 
tanggapan atas keberatan tersebut, maka atasan pejabatn 
yang berwewenang menghukum mengambil keputusan 
berdasarkan data yang ada. 

7) Agar lebih objektif dalam mengambil keputusan penjatuhan 
hukuman disiplin, atasan pejabat yang berwewenang 
menghukum dapat memanggil dan/ atau meminta 
keterangan dari pejabat yang berwewenang menghukum, 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dijatuhi hukuman disiplin 
dan/ atau pihak lain yang dianggap perlu. 

8) Atasan pejabat yang berwewenang menghukum memiliki 
keyakinan berdasarkan bukti-bukti yang ada, atasan pejabat 
yang berwewenang menghukum dapat memperkuat, 
memperingan, memperberat, atau membatalkan hukuman 
disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwewenang 
menghukum. 

9) Penguatan, peringanan, pemberatan, atau pembatalan 
hukuman disiplin, ditetapkan dengan keputusan atasan 
pejabat yang berwewenang menghukum. 

10) Keputusan tersebut bersifat final dan mengikat. Adapaun 
yang dimaksud dengan final dan mengikat adalah keputusan 
peringanan, pemberatan, atau pembatalan hukuman disiplin 
tidak dapat diajukan keberatan dan wajib dilaksanakan. 

11) Apabilah dalam waktu lebih 21 (dua puluh satu) hari kerja 
atasan pejabat yang berwewenang menghukum tidak 

42223.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



105 

mengambil keputusan atas keberatan tersebut, maka 
keputusan pejabat yang berwewenang menghukum batal 
demi hukum. 

12) Keputusan pejabat yang berwewenang menghukum yang 
batal demi hukum diberitahukan oleh pejabat yang 
membidangi kepegawaian pada satuan unit kerja yang 
paling rendah pejabat yang membidangi kepegawaian pada 
satuan unit kerja yang paling rendah pejabat struktural 
esselon IV dan ditujukan kepada Pegawai Negeri Sipil 
(PNS) yang dijatuhi hukuman disiplin. 

13)Sebelum 21 (dua puluh satu) hari pejabat yang membidangi 
kepegawaian berkoordinasi dengan atasan pejabat yang 
berwewenang menghukum tentang keberatan atas hukuman 
disiplin. 

14) Atasan pejabat yang berwewenang menghukum yang tidak 
mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan 
kepadanya lebih dari 21 ( dua puluh satu) hari kerja, di jatuhi 
hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan 
setelah dilakukan pemeriksaan. Peraturan Kepala Badan 
Kepegawaian Negara No. 21 Tahun 20 I 0 mengenai 
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 
20 I 0 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dalam 
Tanujaya, 2011) 

Melihat prosedur penjatuhan hukuman di atas, maka proses 

penjatuhan hukuman bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sifatnya sangat 

prosedural dan berjenjang. Namun pada kenyataannya, struktur 

organisasi yang panjang tidak mempengaruhi implementasi PP No. 53 

Tahun 20 I 0 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil. Hal ini dikarenakan 

PP No. 53 Tahun 2010 menjelaskan bahwa pengawasan dalam 

pelaksanaan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) bersifat melekat 

kepada atasan langsung. Sehingga dengan melekatnya pengawasan 

langsung oleh atasan masing-masing Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

memberikan kemudahan dalam pelaksanaan PP No. 53 Tahun 20 I 0. 

Hal yang sering menyebabkan lemahnya pengawasan terhadap 

implementor yaitu ketidakpahaman dari atasan langsung atau di dalam 
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penindakan atasan selalu melimpahkan kepada pimpinan dibawahnya 

setingkat. Terlebih lagi karena sudah mengakamya sifat patnerialistik 

di tubuh birokrasi, yang menyebabkan seseorang untuk menghukum 

merasa sungkan atau pelangaran-pelangaran yang sengaja dilakukan 

pembiaran. 

Adapun prosedur penjatuhan hukuman di Sekretariat Daerah 

Kabupaten Mukomuko sudah selayaknya mengikuti apa yang telah 

dijabarkan pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 21 

Tahun 20 I 0 mengenai Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah No. 

53 Tahun 20 I 0 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, walaupun 

pelaksanaannya masih terhambat dengan struktur birokrasi yang terlalu 

panjang dan membutuhkan waktu maupun proses yang lama. 

Beberapa hal penting menyangkut struktur birokrasi di dalam 

implementasi PP No. 53 Tahun 20 I 0 di Sekretariat Daerah Kabupaten 

Mukomuko dapat diuraikan sebagaimana berikut. 

1) Sekretaris Daerah sebagai pimpinan tertinggi di Sekretariat Daerah 

bertanggungjawab dalam implementasi kebijakan dan dalam hal ini 

Sekretaris Daerah dibantu oleh beberapa unsur pimpinan di 

bawahnya. 

2) Pengawasan implementasi PP No. 53 Tahun 2010 di Sekretariat 

Daerah Kabupaten Mukomuko dilakukan melalui proses yang 

hierarkis dan berjenjang, sehingga proses yang dilakukan secara 

hierarkis tersebut, harus disikapi dengan baik oleh setiap tingkatan 
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pimpinan. Hal ini dimaksud agar aturan yang termuat di dalam PP 

NO. 53 Tahun 20 I 0 dapat berjalalan efektif dan terarah. 

3) Pemberian sanksi terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan 

oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Sekretariat Daerah langsung 

dilakukan oleh p1mpman (sekretaris Daerah), atas dasar 

penindaklanjutan laporan yang dikoordinasikan pada setiap unsur 

pimpinan yang ada. 
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BABY 

KESIMPULAN DAN SARAN 

B. Kesimpulan 

Berdasarkan uratan diatas, mengenai hasil penelitian yang berkaitan 

dengan implementasi PP No. 53 Tahun 20 I 0 Tentang Disiplin Pegawai Negeri 

Sipil di Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko, maka dapat disimpulkan 

bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 20 I 0 Tentang Disiplin Pegawai 

Negeri Sipil merupakan bentuk perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 30 

Tahun 1980 yang dianggap lemah dan tidak relevan lagi akan kebutuhan 

reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh pemerintah saat ini. 

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 20 I 0 Tentang Disiplin Pegawai 

Negeri Sipil, merupakan kebijakan yang sifatnya regulatory policy, dimana 

regulatory policy dipahami sebagai kebijakan yang mengatur tentang pembatasan/ 

pelarangan terhadap perbuatan atau tindakan. Sehingga harapan dari PP No. 53 

Tahun 20 I 0 ini dapat menjamin aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas. 

Dimensi-dimensi yang terkandung di dalam PP 53 Tahun 20 I 0 ini adalah: 

I. Pelaksanaan Kewaj iban Pegawai. 

2. Pelaksanaan Larangan Pegawai. 

3. Pemberian Sanksi atas Pelanggaran yang dilakukan Pegawai. 

Anal isis Implementasi PP No. 53 Tahun 20 I 0 Tentang Disiplin Pegawai 

Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko dilakukan dengan 

menggunakan model implementasi yang dikembangkan oleh George C. Edward 
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III dengan mengungkap 4 aspek penilaian mengenai komunikasi, sumberdaya, 

disposisi dan struktur birokrasi dengan diurai secara rinci satu persatu untuk 

diketahui apakah implementasi kebijakan yang dilakukan dapat berjalan efektif 

atau sebaliknya. Sehingga penelitian ini dapat diketahui bahwa: 

I. Aspek komunikasi di dalam implementasi PP No. 53 Tahun 20 I 0 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko 

telah efektif dilaksanakan dengan memanfaatkan beberapa media atau forum 

formal maupun informal dilingkungan organisasi Sekretariat Daerah 

Kabupaten Mukomuko, sehingga pegawai negeri sipil yang berada 

dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko dapat mengetahui dan 

memahaminya secara seksama. Selanjutnya PP No. 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil dapat dikatakan sebagai aturan baku yang 

mengatur dan mengacu pada standarisasi penilaian kedisiplinan pegawai 

negeri sipil secara nasional, dari pemerintah pusat sampai pada pemerintah 

daerah. Namun kenyataan yang terjadi di Sekretariat Daerah Kabupaten 

Mukomuko masih terlihat adanya pelanggaran disiplin yang dilakukan 

Pegawai Negeri Sipil bukan atas dasar tidak mengetahui adanya aturan yang 

mengikatnya, melainkan disebabkan oleh kepentingan yang mendesak dan 

mengharuskan mereka melakukan pelanggaran. Pimpinan dalam hal ini sangat 

memaklumi, namun aturan yang ditetapkan harus dilaksanakannya kepada 

siapa saja yang melanggar. 

2. Aspek sumberdaya yang terutama adalah sumberdaya manusia merupakan 

unsur terpenting di dalam proses implementasi suatu kebijakan, salah satu 

unsur terpenting yang harus diperhatikan sumber daya manusia tersebut adalah 
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pemahaman dia akan kebijakan yang diimplementasikan. Implementor 

kebijakan PP No. 53 Tahun 20 l 0 ten tang kedisiplinan PNS di Sekretariat 

Daerah Kabupaten Mukomuko sudah dapat terlaksana dengan baik, namun 

masih terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan penindakan 

Iangsung atas kesalahan yang dilakukan oleh siapa saja yang melanggar, hal 

ini belum bisa ditunjukkan dengan ketegasan dari seorang pimpinan terhadap 

bawahannya. Terjadinya peningkatan jumlah pelanggaran disiplin Pegawai 

Negeri Sipil berdasarkan PP No. 53 Tahun 2010, disebabkan pula oleh 

kurangnya pengawasan atasan langsung. Kondisi ini diketahui, karena atasan 

langsung lebih banyak menyerahkan pengawasan sepenuhnya kepada 

pimpinan pada masing-masing satuan kerja (satker) dilingkungan Sekretariat 

Daerah Kabupaten Mukomuko. Sementara amanat di dalam PP No. 53 Tahun 

20 I 0 secara jelas memberikan peran pengawasan kepada atasan langsung 

masing-masing Pegawai Negeri Sipil dilingkup organisasinya. 

3. Aspek disposisi dipandang George C. Edward sebagai sikap yang 

menunjukkan etikat baik untuk mau melaksanakan aturan yang telah 

ditentukan. Kaitannnya dengan penelitian ini, aspek disposisi yang kaitannya 

di dalam proses implementasi PP No.53 Tahun 20 I 0 di Sekretariat Daerah 

Kabupaten Mukomuko belum sepenuhnya ditanggapi secara baik oleh 

pelaksana kebijakan, karena masih terdapat pegawai yang tidak menjalankan 

instruksi yang diamanatkan pada PP No. 53 Tahun 2010 secara baik dan 

benar. Berangkat dari sikap pelaksana yang diungkapkan di atas, maka 

permasalahan ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman implementor dalam 

menerima komunikasi serta informasi mendalam akan kebijakan PP No. 53 
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Tahun 2010. Penangkapan komunikasi diindikasikan adanya faktor 

penghambat oleh ketidakmampuan para pelaksana untuk mengetahui 

persyaratan-persyaratan suatu kebijakan. Sehingga persepsi terbentuk atas 

dasar penafsiran, bukan berangkat dari pemahaman utuh akan konteks 

kebijakan yang ada. Apabilah PP No. 53 Tahun 20 I 0 ini dapat dipahami 

secara utuh oleh pimpinan, maka tidak ada lagi pendelegasian dalam 

menghukum Pegawai Negeri Sipill kepada tingkat pimpinan di bawahnya. 

4. Aspek struktur birokrasi dilihat atas dua hal yaitu mekanisme implementasi 

kebijakan yang dituangkan ke dalam Standart Operation Procedure (SOP) 

dan struktur birokrasi. Penilitian ini mencoba mengambil contoh mengenai 

Standart Operation Procedure (SOP) di dalam penjatuhan hukuman/ sanksi 

disiplin yang dijelaskan dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara 

No. 21 Tahun 20 I 0 mengenai Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 

No. 53 Tahun 20 I 0 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang sifatnya 

sangat prosedural dan berjenjang. Namun pada kenyataannya, struktur 

organisasi yang panjang tidak mempengaruhi implementasi PP No. 53 Tahun 

2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil. Karena PP No. 53 Tahun 20 I 0 

memberikan penjelasan mengenai pengawasan dalam pelaksanaan disiplin 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sifatnya melekat kepada atasan langsung. 

Sehingga dengan melekatnya pengawasan langsung oleh atasan masing

masing Pegawai Negeri Sipil (PNS) memberikan kemudahan dalam 

pelaksanaan PP No. 53 Tahun 2010. Beberapa hal penting menyangkut 

struktur birokrasi di dalam implementasi PP No. 53 Tahun 2010 di Sekretariat 

Daerah Kabupaten Mukomuko dapat diuraikan sebagaimana berikut. 
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a. Sekretaris Daerah sebagai pimpinan tertinggi di Sekretariat Daerah 

bertanggungjawab dalam implementasi kebijakan dan dalam hal mt 

Sekretaris Daerah dibantu oleh beberapa unsur pimpinan di bawahnya. 

b. Pengawasan implementasi PP No. 53 Tahun 2010 di Sekretariat Daerah 

Kabupaten Mukomuko dilakukan melalui proses yang hierarkis dan 

berjenjang, sehingga proses yang dilakukan secara hierarkis tersebut, harus 

disikapi dengan baik oleh setiap tingkatan pimpinan. Hal ini dimaksud 

agar aturan yang termuat di dalam PP NO. 53 Tahun 20 I 0 dapat berjalalan 

efektif dan terarah. 

c. Pemberian sanksi terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Sekretariat Daerah langsung dilakukan 

oleh pimpinan (sekretaris Daerah), atas dasar penindaklanjutan laporan 

yang dikoordinasikan pada setiap unsur pimpinan yang ada. 

C. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dirasa perlu bagi penulis untuk 

memberikan rekomendasi berupa saran sebagai berikut. 

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko sebagai organisasi publik dengan 

pola birokrasi yang hierarkis, maka diperlukannya sikap pimpinan yang tegas 

di dalam pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Hal ini dirasa penting untuk 

menumbuhkembangkan citra positif Sekretariat Daerah Kabupaten 

Mukomuko sebagai organisasi publik dan menjadi contoh bagi SKPD 

dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko. 
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2. Diperlukannya pendekatan yang efektif di dalam pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 53 Tahun 20 I 0 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 

melalui model kerjasama yang baik antara implementor dan sasaran kebijakan, 

sehingga pemahaman akan aturan yang diberlakukan dapat serta merta 

konsisten menjadi acuan pemerintahan yang memegang nilai-nilai etis dengan 

kedisiplinan yang tinggi dari masing-masing aparatumya. 

3. Diberlakukannya sanksi terhadap pelanggaran yang telah diatur di dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai 

Negeri Sipil, perlu dibarengi pula dengan insentif (reward) kepada Pegawai 

Negeri Sipil atas dedikasinya dalam menJUnJung nilai-nilai kedisiplinan 

ditubuh birokrasi (Sekretariat Daerah Kebupaten Mukomuko). Sehingga 

capaian positif yang ditorehkan ini, dapat menjadi project percontohan bagi 

Pemerintahan Daerah Mukomuko secara luas, hal ini dipandang efektif karena 

Sekretariat Daerah merupakan salah satu organisasi yang dapat diteladani bagi 

unit-unit diluamya. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

A. Petunjuk Wawancara 

Wav,:ancara ini dilakukan secara terbuka, dimaksud untuk memberikan 
keluasan bagi inforrnan untuk memberikan pernyataan. Wawancara ini tidak 
dibatasi oleh keajekan pada daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, 
hal ini peneliti berkeinginan untuk mengeksplor secara mendalam infonnasi 
yang diberikan oleh informan. Untuk kepentingan karya ilmiah, kami sebagai 
peneliti memberikan privasi bagi informan, dengan cara tidak menyebar 
luaskan identitas yang bersangkutan untuk kepentingan kerahasian dan etika 
di dalam pelaksanaan penelitian ini. 

B. Data Singkat lnforman 

1. Pekerjaan/ Jabatan 
2. Umur 
3. Tingkat Pendidikan 
4. Jenis Kelamin 

C. Daftar Pertanyaan 

I. Bentuk dan jenis pelanggaran disiplin pada PNS apa yang sering terjadi'J 

2. Berapa banyak PNS yang melakukan peianggaran disiplin ringan, sedang, 

maupun berat? 

3. Apa yang meiatarbelakangi PNS melakukan pelanggaran disiplin'7 

4. Apa upaya atasan langsung dalam meminimalisasi pelanggaran disiplin 

PNS bawahannya'7 

5. Apakah telah dilakukan sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah No 53 

tahun 20 I 0 tentang disiplin Pegawai Negeri SipiP 

6. Bagaimana tanggapan para PNS tentang berlakunya Peraturan Pemerintah 

No. 53 tahun 20 I 0 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil ini? 

7. Kapan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai 

Negeri Sipil mulai diterapkan di Sekretariat Daerah Kabupaten 

Mukomuko? 

8 Strategi apa yang digunakan dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah 

53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil? 

9. Seperti apa sistem pengawasan dan pengendalian yang dilakukan dalam 

pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 20 l 0 ten tang disiplin 

Pegawai Negeri SipiJ? 

1 
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10. Apakah sanksi yang diberikan telah sesuai dengan sanksi yang termuat 

dalam Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 20 I 0 tentang disiplin Pegawai 

Negeri Sipil? 
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TRANSKRIP DATA PENELITIAN LAPANGAN 

1. Biodata Singkat lnforman 

a Pckcrjaan! Jabatan 
Umur 
Tingkat Pcndidikan 
Jenis Kelamin 

b. Pekerjaan/ Jabatan 
Umur 
Tingkat Pendidikan 
Jenis Kelamin 

c. Pekerjaan/ Jabatan 
Umur 
Tingkat Pendidikan 
Jenis Kelamin 

d. Pekerjaanl Jabatan 
Umur 
Tingkat Pendidikan 
Jenis Kelamin 

e. Pekerjaan/ Jabatan 

Umur 
Tingkat Pendidikan 
.Ienis Kelamin 

f Pekerjaan/ Jabatan 
Umur 
Tingkat Pendidikan 
Jenis Kelamin 

g. Pekerjaan/ Jabatan 

Umur 
Tingkat Pendidikan 
Jenis Kelamin 

2. Transkrip Hasil Wawancara 
(Unsur Pimpinan) 
a. Kode Narasurnber 

Tanggal Wawancara 

Ka. Sub. Bag. Organisasi dan Kepegawaian 
33 Tahun 
S2 
Laki-laki 

Ka. Bag. Humas dan Protokoler 
48 Tahun 
Sl 
Laki-laki 

Asisten Pemerintahan dan Kesra 
55 Tahun 
Sl 
Laki-laki 

Asisten Administrasi Umum 
55 Tahun 
S2 
Laki-laki 

Staff Bagian Adrninistrasi Ekonomi dan 
Penanaman Modal 
31 Tahun 
Sl 
Laki-laki 

Staff Bagian Organisasi dan Kepegawaian 
29 Tahun 
Sl 
Perernpuan 

Staff Bagian Administrasi Humas dan 
Protokoler 
37 Tahun 
SMA 
Perernpuan 

: Mchsnl Ka. Bag. Humas dan Protokoler 

: 15 dan 10 April2016 
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Waktu 

Tern pat 
: 09.00 s.d. 10.30 dan 13.30 s.d. 14.00 

: Ruang Kerja yang Bersangkutan, dan 

Di dalam kendaraan Perjalanan Menuj u 

Kota Bengkulu 

~ntuk da~e~~n~:=~ga:a~~~; Utnumnya te:j::;~:~ saat ma~~k I 
I disiplin pada PNS apa yang sering pagi dan pulang di sore harinya, ) 
j terjadi~ ! sehingga pegawai tidak j 

J ! mengindahkan waktu masuk pagi 1 

1 I dan pulang pada sorenya. I 1-------- ----- .. ---------- --- .. -- --- . ---- -------- ·---- ------.-------; 
1 Berapa banyak PNS yang Secara umum PNS termasuk i 
I ' 
l melakukan pelanggaran disiplin melakukan pelanggaran disiplin i 
i ringan, sedang, maupun beraf? ! ringan. i 
I Apa yang melatarbelakangi PNS j Hal ini terjadi karena hampir rata- 1 

/ melakukan pelanggaran disiplin'1 i rata dari PNS yang ada mencari 1 

\ I tambahan aktivitas lain yang dapat \ 

I 
( membantu untuk kebutuhan hidup 

1 

1 sehari-hari, kurangnya 
· \ kesejahteraan PNS yang hanya 
I -~ mengandalkan gaji saja, sedangkan / 
j . tmgkat kebutuhan htdup semakm I 

I tinggi. Namun hal ini tidak dapat I 
1 dielak, yang seharusnya menjadi 1 

I 
ketegasan seorang pimpinan untuk \ 
mengambil sikap di dalam I 

~masalahan ini. . 
Apa upaya atasan- langsung dalam-

1 

Pet~impin harus tegas dalam ll 
meminimalisasi pelanggaran 

1 
memberikan teguran baik lisan 

disiplin PNS bawahannya'7 I maupun tulisan kepada bawahan 1 

disiplinnya harus dilaksanakan 
I yang melanggar dan penegakkan II 

------~-------- denga_n cara tegas. , 
Apakah telah dilakukan sosialisasi 
tentang Peraturan Pemerintah No. 
53 tahun 2010 tentang disiplin 
Pegawai Negeri SipiJ'? 

Seingat saya belum ada sosialisasi 
tentang PP No. 53 Tahun 2010 1 

secara gamblang dikoordinir dalam 
forum khusus, namun pimpinan 
selalu menyampaikan poin-poin 

r tertentu. 

kedisiplinan PNS pada saat apel 
maupun di dalam rapat-rapat 1 

Bagaimana tanggapan paraPNS Vaya sering mengala~kesulitan , 
tentang berlakunya Peraturan i di dalam menjalankan tugas dan I' 

Pemerintah No. 53 tahun 2010 fungsi pada jabatan saya sekarang, 
tentang disiplin Pegawai Negeri hal ini tidak berkesesuaian dengan 

i 

Sipil ini? ilmu saya, jadi kurang efektifnya 
pelaksanaan pekerjaan, 
dikarenakan saya memerlukan I 

---------------~----
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~------ --· ---·-

1 
I 

I 

I wakt~-yang lama untuk j 
1 mempclajarinya terlebih dahulu 

1

. 

I
I atas pekerjaan yang saya terima .. 

Sarna halnya dengan proses I 
I menindaklanjuti PP No. 53 Tahun I 
1 

2010 untuk diimplementasikan I 
\ kedalam satuan organisasi yang 1 

I saya pimpin, dimana saya p_erlu I 
1 penelaan yang mendalam dan tidak 1 
I - , 

! sungkan-sungkan saya b1carakan I 
I dengan ternan-ternan scjawat, agar I 
i proses pemahaman aturan I 

1 
I disiplinnya m1 dapat berjalan ! 

L------~---~----~---- I e!Ckt!£ ___ - - -- -------~ I K-.apan Peraturan Pemcrinta? . N?. Baru sebatas sa ling mengingatkan 1 

I 5.J tahun 2010 tent~ng dls1phn 
1 

antara PNS d1 dalam forum sepert1 i 
1 

Pegawa1 Negen S1pli mula1 I ape! pag1 dan sore, namun belum i 
I diterapkan di Sekretariat Daerah ! ada tindakan terhadap pclanggaran i 
j Kabupatcn Mukomuko? J peraturan ini, maka diperlukannya \ 
1 I aksen untuk menjalankan aturan J 

I 1 ini. 1 
L ~---·:·-~--------~------r-;:---·-·----------------------~----j 

1

1 Strateg1 apa yang digunakan dalam · PP No. 53 Tahun 20 I 0 merupakan J 

1 
pelaksanaan Peraturan Pemerintah aturan yang dikenakan kepada I 

j No. 53 tahun 2010 tentang disiplin seluruh PNS maupun CPNS 1

1

. 

I Pegawai Negeri Sipil? dilingkungan pemerintah pusat 
I maupun daerah, di dalam jelas 1 

I mengatur bagaimana seharusnya \ 

1 
seorang PNS melakukan I 

\ kewajibannya, serta larangan- l 
1 larangan dan hukuman bagi PNS ! 
\ yang melanggar aturan yang ada. / 
1 Sedangkan implementasi 

1 
1
1 mengenai PP No. 53 Tahun 2010 ! 

yang dilakukan di Sekretariat j 

Daerah i ni dengan cara j 

mengkomunikasikannya kepada 1~ seluruh pegawai, mulai dari 1 

Asisten, Ka. Bag kemudian Ka. I 
[ Sub. Bag hingga pada kelompok \ 

I 
sasaran kebijakan secara 1 

~---------------+-In_e_n~y~e __ l_u_ru_h__ ~ 
Seperti apa sistem pengawasan dan I menyangkut bagaimana PP No~ 1:~ I pengendalian yang dilakukan Tahun 2010 ini dapat berjalan 
dalam pelaksanaan Peraturan efektif, maka perlu sih ada strategi 
Pemerintah No. 53 tahun 2010 yang tepat, dimana setiap unsur 

I tentang disiplin Pegawai Negeri 
1 

yang ada di dalam organisasi ini \ 

lSipiJ? j menyatu, dari Sekda, Asisten, 

1 _____________ ___L_I _K_a_b<!_g,_ Kasubbag hingga statT _ 
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~--- ---------- - - -----------T~-~tukb~~~a~a-sama-menjalankan l 
, J aturan ini. Y a kesadaran yang I 
I 

diguggah gitu. Sebenamya selain 

1 
PP No. 53 Tahun 2010, kita disini I 

J juga mengenal adanya Surat I 

I
, I Edaran Nomor: 800/ 313/ B 8/ XI/ \ 

I 2015 tentang Penetapan Jam Kerja I 
1 ! dan Pakaian Dinas Pegawai Negcri 
I I Sipil dilingkungan Pemda I 
1 I Kabupaten Mukomuko. Artinya I 

i I secara keinginan untuk mengatur j 

i 1 bagaimana PNS ini disiplin sudah ! 
' I 
\ ada aturan operasionalnya, dimana I 
I batasan-batasan yang mclingkupi \: 
I proses kerja pegawai sudah , 
i dilakukan melalui aturan _yang / 
) dtbuat, namun pada prakttknya, i 
I pengawasan dan penindakannya I 

1 

i malah yang susah untuk I 
1,1 I d' k I '--- I tterap an. ~ 

Apakah sanksi yang diberikan I Belum ada sanksi berat setahu saya j 

telah sesuai dengan yang termuat 

1 

yang dikeluarkan oleh pimpinan, 1 

dalam Peraturan Pemerintah No. hanya sebatas sanksi-sanksi berupa II 

53 tahun 2010 tentang disiplin teguran. Mungkin hal ini beratnya I 
Pegawai Negeri SipiJ? rasa kekeluargaan diantara kami, 

1 

b. Kode Narasumber 

Tanggal Wawancara 

Waktu 

Tempat 

I sehingga penerapan sanksi masih 

1

1 

I 
memandang ke-iba-an terhada_p _ 

_ yang melanggar. __ _j 

: Arin/ Asisten Pemerintahan dan KESRA 

: 16 April 20 16 

: 09.00 s.d. 10.30 

: Ruang Kerja yang Bersangkutan 

Pertanyaan Jawaban j 
~------~---

Bentuk dan jenis pelanggaran Pelanggaran ringan, seperti tidak / 
disiplin pada PNS apa yang sering mentaati jam kerja, tidak . 

1 terjadi? mengikuti juknis aturan jam kerja. J 
Berapa banyak PNS yang \ Hingga saat ini data yang I 
melakukan pelanggaran disiplin melakukan pelanggaran di \ 
ringan, sedang, maupun berat? Setdakab Mukomuko masih 

terbilang rendah, mungkin dapat 
dikatakan dari 9 bagian yang ada \ 
terdapat 2 orang dari masing
masingnya yang mendapatkan 
sanksi karena telah melanggar 

L__ --~a_t_ur_a~n __ ·-~---~-~-
L_t..pa yang melatarbelakangi PNS . Waskat dari atasan ke bawahan 
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i mel~k~kan pelanggaran disiplin'~ I bel~~ berjalan optimal, sehingia\ 
1 pemberian sanksi belum 1 

i ditegakkan secara tegas dan i 

1 
I kurangnya tingkat intcgritas dari I 

I APatlraYa ai~Sa;; langsung dalam I :~~:~g~~~ct;id~e!lga,Vasan · oleh 1 
meminimalisasi pelanggaran atasan, memberikan bimbingan 1 

disiplin PNS bawahannya'l mental spritual dan bertindak tegas I 
l____ _____ ________ _ ___________ Jt_<lnp~~~ang__piiL~-----~-------_j 
J Apakah tclah dilakukan sosialisasi i Berdasarkan hitungan kuantitatif, I 
I tentang Peraturan Pemerintah No. I sosialisasi mengenai PP No. 53 j 

I 53 tahun 2010 ten tang disiplin I' Tahun 2010 sudah sering 1 

1 Pegawai Negcri Sipil') , dilaksanakan melalui media atau i 
I I • t 

i i momen sepert1 pertcmuan antara i 
\ \ pimpinan dan pegawainya. Namun 1 

! 1 dapat d1katakan bahwa belum l 
1 

\ efektifnya pelaksanaan kebijakan \ 
[ ini dikarenakan waskat dari atasan 1 

I
! belum secara tegas membenkan 1 

, hukuman yang tepat bagi siapa I 

: Bailalffiina -i:mgg;.pa;;-para PNs I ~;;:~fa;:'~~~~:ai negen sipil j 
\ tentang berlakunya Peraturan I serta pimpinan di organisasi ini \ 
1 Pemcrintah No. 53 tahun 20 I 0 1 paham akan PP No. 53 Tahun \ 
I tentang disiplin Pegav,;ai Negeri 2010 yang ditujukan kepada 1 

\ Sipil ini'~ seluruh pemerintah, baik itu pusat 

I 
atau daerah, sehingga dari 

1 
pemahaman saya ini, kedepannya ! 

I 
organisasi dapat menciptakan I 

1 

hngkungkan kerja yang kondusif 
1 karena seluruh pegawai telah 
i melakukan kewajiban sebagai 
I pegawai yang harus menjunjung 
~ nilai-nilai kedisiplinan. 

Kapan Peraturan Pemerintah No. Secara intensif, PP ini digiatkan 
1 

53 tahun 2010 tentang disiplin pada 3 tahun terakhir ini, 
Pegawai Ncgeri Sipil mulai berhubungan PP ini masih dalam 

I 
diterapkan di Sekretariat Daerah masa sosialisasi. 
Kabupaten Mukomuko? \ 

I Strategi apa yang digunakan dalam PP ini merupakan acuan disiplin I 
I pelaksanaan Peraturan Pemerintah bagi setiap PNS, maka mutlak bagi I 

No. 53 tahun 2010 tentang disiplin kita untuk melakukan sosialisasi 
Pegawai Negeri Sipil'~ secara terus menerus kepada I 

bawahan dimasing-masing unit j 

kami, dapat dipahami bahwa J 

aturan ini wajib ditaati dan I 
j dijalankan, jika tidak hal tersebut 
L_ __________________________ ~In_e_l_a_n~r~a_r ___ s_u_m~p_ah_n~)~'a ____ se_b_a~g~a~i 1 
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~~~-~--~=~=~=~~-==----~t ·r-Ns:-
: Sepert1 apa ststem pengawasan dan 1 Set1ap _len_Jang atau tingkatan I 

pengendalian yang dilakukan i dalam struktur organisasi 
dalam pelaksanaan Peraturan I menjalankan tanggungjawab 

1 Pemerintah No. 53 tahun 2010 'I pembinaan terhadap PNS yang 
1 tentang disiplin Pegawai Negeri 

1 

berada dibawahnya. 1 

Sipil? 1 I 

I 

Apakah -sanksi yang diberik~~~t Penerapan sanksi yang telah 1 

telah sesuai dengan yang terrnuat i diterima adalah sanksi teguran. II 

, dalam Peraturan Pemerintah No. ! 
1 

I 53 tahun 2010 tentang disiplin i j 

l Pegawai Negeri Sipill___~----- __ _j 

c. Kode Narasumber 

Tanggal Wawancara 

Waktu 

Tern pat 

: Andhi Ka. Sub. Bag. Org. & Kepegawaian 

:07 April 2016 

: 10 00 S.d. 11.00 

: Ruang Keqa yang Bersangkutan 
------~- ---·---- -·- ~-- ·---~--------~-------~----·-----~ 
j Pertanyaan J~-- _______ Jawaban . ! 
i Bentu_k dan _]ems pelanggaran i Bentuk pelanggaran yang senng l1 

dJsiplm pada PNS apa yang scnng i d!lakukan pegawa1 adalah keluar . 
terjadi? l disaat belum waktunya jam pulang \ 

i dan selebihnya adalah bentuk 
! pclanggaran tidak mengikutinya 
i ape! di pagi hari dan sore. Kita I 
! tah un bahwa kehadiran PN S yang 
I telah diatur waktu datang dan 
I pulangnya merupakan bagian dari 
i tertibnya pegawai di dalam 
I bekerja, yang selanjutnya dapat 
I dikatakan disiplin apabila pegawai 
'!

1 

tersebut dapat hadir ke kantor dan 
bckerja sesuai waktu yang telah 

--------·· _ __j_Qi_tentu~~n. ~ 
1 Berapa banyak PNS yang I Hampir rata-rata pegawai 

melakukan pelanggaran disiplin I melakukan pelanggaran, Walaupun 
ringan, sedang, maupun beraf7 1 pelanggaran tersebut masih 

dikategorikan ringan. 
Apa yang melatarbelakangi PNS Pembinaan secara sudah sering i 
melakukan pelanggaran disiplin? dilakukan, belum adanya reward 

punishment untuk PNS dan hams 
membuat suatu sistem yang dapat 
mencegah terjadinya pelanggaran ! 
disiplin PNS. I 

Apa upaya atasan langsung dalam Sesuai arahan Sekda, I 
meminimalisasi pelanggaran diperintahkan untuk rapat staf satu I 
disiplin PNS bawahannya') kali seminggu melalui rapat untuk I 

---~---- _ ---~-- !IJCf1Cari -~glusi dan melakuka_f!J 
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,--~----~---~-----··- ---------~-----------------~ l 

f-:--------·-------~- ! pendekatan persuasive. ---·--~-~ 
1 Apakah telah dilakukan sosialisasi ( Dari tahun 2013 belum ada ( 

I 
tentang Peraturan Pemerintah No. I dilakukan kegiatan sosialisasi, ! 

1 
53 tahun 20 I 0 tentang disiplin hanya disampaikan saat ape! dan ! 

I Pe awai Negeri SipiP ---ud rapat internaL __ _J 
Bagaimana tanggapan para PNS 1 Kalaulah ada sistem pemberi~n / 
tentang berlakunya Peraturan 'I reward dan punishment maka 1m I 
Pemerintah No. 53 tahun 2010 . akan direspon positif oleh PNS. ! 

tentang disiplin Pegawai Negeri ! I 
Sipil ini? I I 

I Kap~an--Peraturan- Pemen~tah- No:TPada saat pp -Tm-kerl1arga la~gsung 1 
I 53 tahun 2010 tentang disiplin i dilakukan pcmcrataan scsuai i 
I Pegawai Negeri Sipil mulai I dengan aturan yang berlaku I 

diterapkan di Sekretariat Daerah i j 

Kabupaten Mukomuko? ! ! 
- ·-------------------1 

1 
Strategi apa yang digunakan dalam 1 Dijalankannya aturan dengan 1 

,

1

· pelaksanaan Peraturan Pemenntah I berkesesua1an akan amanat PP. 1 

, No 53 tahun 2010 tentang disiplin I No. 53 Tahun 2010 
I I ' 

~egawai Negeri Sipil? I i 
/ ~~perti apa sistem pengawasan dan Membuat daftar hadir yang sesum! 

I 
pengendalian yang dilakukan 1 dengan format yang terdapat di j 

. dalam pelaksanaan Peraturan dalam aturan PP 1 

Pemerintah No. 53 tahun 2010 I 
tentang disiplin Pegawai Negeri . . _ I 
SipiP ~ 

l Apakah --sanksi yang diberika~ 1 Sud~a-d-;-~ank;i-tertuh~--ya~g '! 

I 
telah sesuai dengan yang termuat I ditembuskan ke Sekda selaku 

1 dalam Peraturan Pemerintah No. I Pembina PNS di Sekretariat I' 

I 53 tahun 2010 tentang disiplin I Daerah Kabupaten Mukomuko. 
~egawai Negeri Sipil? J 

d. Kode Narasumber 

Tanggal Wawancara 

Waktu 

Tempat 

: Gaint/ Asisten Administrasi Umum 

: 24 Maret 2016 dan 10 April2016 

: 10.00 s.d. 1 1.00 dan 16.00 s.d. 18.30 

: Ruang Kerja yang Bersangkutan 

Rumdin Bupati Mukomuko 

Pertanyaan Jawaban 
Bentuk dan jenis pelanggaran Ketidakhadiran pada saat apel pagi 
disiplin pada PNS apa yang sering dan sore, karena kehadiran 
terjadi? merupakan salah satu dari bagian 

I pekerjaan PNS sesuai dengan jam 
I kerja pagi sampai sore wajib 
I dilaksanakan, maka kehadiran 
I PNS di Setdakab Mukomuko 

~------------------ 1 masih ku_r_a_n~g~. ---:-----:---------=-

! Berapa banyak PNS yang 1 Belum ada klasifikasi bentuk 
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r melakukan p~langgaran disiplin I pelanggaran di Setdakab i 
I ringan, sedang, maupun berat'7 Mukomuko. I 
~--··--·---- ··--· ~···-·-·--·---~-- ·-·-···--·-1 
1 Apa yang melatarbelakangi PNS Kurang adanya pantauan dari I 
\ melakukan pelanggaran disiplin? setiap pimpinan dimasing-masing 
i unit, sehingga aturan terlihat 
i longgar dan cenderung berpotensi \ 
' mudah untuk dilanggar. '··--------·--· 
! Apa upaya atasan langsung dalam Saya selaku unsur pimpinan dan 1 

I meminimalisasi pelanggaran beserta asisten, kepala bagian dan 1 

I disiplin PNS bawahannya'7 terlebih lagi adalah Bapak Setda I 
menyadari bahwa kamilah sebagai ! 

I p1mpman yang harus dapat 1 

memberikan contoh kepada \ 
bawahan kami. Oleh karenanya \ 
untuk menjaga kedisiplinan I 
pegawai kami selalu menjunjung I 

I nilai-nilai integritas. Dari contoh I 
1 dan nilai-nilai etis yang ditularkan I 

tersebut setidaknya dapat \ 
memberikan suplemen bagi I 
pegawai kami untuk mampu I 

, melakukan apa yang telah \ 

fAp~kahtclah. dilak~kan- sosialisaST" ~~:T~~~i~~ ~~eehr!~~~r~:~any;ata1~~ 
1 tentang Peraturan Pemerintah. No. mengkomunikasikan PP 53 Tahun j 

\53 tahun 2010 tentang dJs!plm 2010 kepada bawahan, sepert1 1tu i 
I Pegawai Negeri SipiJ'7 pulah yang dilakukan oleh I 
1 ''Bapak", dimana media pertemuan \ 
I atau apel pagi menjadi momen 1 

yang tepat untuk menyampaikan 1

1 
poin-poin kedisiplinan pega\vai 
negen sipil, sehingga harapan \ 
kami setiap pegawai dapat 1 

mengingatnya terus, ya anggap aja I 
mereka seperti naik pesawat, kan I 
si pramugari selalu membenkan I 
petunjuk tentang prosedur 
penerbangan sipil, padahal kita \ 
semua sudah tahu. . 

Bagaimana tanggapan para PNS benar adanya mas, kalau kita 
tentang berlakunya Peraturan sebisa munkin melaksanakan 
Pemerintah No. 53 tahun 2010 aturan dari PP No. 53 Tahun 2010 
tentang disiplin Pegawai 
Sipil ini'7 

Negeri secara benar, diantaranya 

10 

1 dijelaskan pada Bab II Pasal 3 
Peraturan Pemerintah Nomor 53 
Tahun 2010 dijelaskan bahwa 
pegawai negeri sipil memiliki 
kewa· iban-kewajiban sebagai 
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----------- ----------r -----------
1 berikut: i 

11 

I 

I a) mengucapkan sumpah/janji ~· 
1PNS 
I b) 'mengucapkan sumpah/janji j 

1 Jabatan· 
I ' 
l c) setia dan taat sepenuhnya 
/ kepada Pancasila, Undang-Undang 
I Dasar Negara Republik Indonesia 
I Tahun 1945, Negara Kesatuan 
I 

l
i Republik Indonesia, dan 
. Pemerintah: 
) d) menaati segala ketentuan 
I peraturan perundangundangan; 

e) melaksanakan tugas 
kedinasan yang dipercayakan 
kepada PNS dengan penuh 
pcngabdian, kcsadaran, dan 
tanggung jawab; 
f) menJunJung tinggi 
kehormatan negara, Pemerintah, 
dan martabat PNS; 
g mengutamakan 
kepentingan negara daripada 
kepentingan sendiri, seseorang, 
dan/atau golongan; 
h)memegang rahasia jabatan yang 
menurut sifatnya atau menurut 
perintah harus dirahasiakan; 
i) bekerja dengan jujur, tertib, 
cennat, dan bersemangat untuk 
kepentingan negara; 
j) melaporkan dengan segera 
kepada atasannya apabila 
mengetahui ada hal yang dapat 
membahayakan atau merugikan 
negara atau Pemerintah terutama 
di bidang keamanan, keuangan, 
dan materiil; 
k)masuk kerja dan menaati 
ketentuan jam kerja; 
I) mencapa1 sasaran kerja 
pegawai yang ditetapkan; 
m)menggunakan dan memelihara 
barang-barang milik negara 1 

dengan sebaik-baiknya; i 
n)memberikan pelayanan sebaik
baiknya kepada masyarakat; 
o )membimbing bawahan dalam 
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~-· - - - - ---··· I ~~~~~:~:~ t~~:;~patan kepaJ 

1 I bawahan untuk mengembangkan 
I karier: dan 

l

l,l I q)menaati peraturan kedinasan 
1 yang ditetapkan oleh pejabat yang 

I I berwenang." 
r K"'apan Perat~ran Pemerintah. No.·1 Tiga-tahun terakhir ini mulai kita 

5_, tahun 20 I 0 tentang dts1phn i g1atkan untuk benar-benar dapat 
Pegawai Negeri Sipil mulai I' dioptimalkan sebagai wujud nyat 

j diterapkan di Sekrctariat Daerah , di dalam membentuk disiplin 
~ Kabupaten Mukomuko'~ . 1 pegawa1. · 
1 Strategi apa yang digunakan dalam 1 pelaksanaan PP No. 53 Tahun j 

l pelaksanaan Peraturan Pemerintah i 2010 tentang kedisiplinan PNS [ 
No. 53 tahun 2010 tentang disiplin I' perlu untuk dibentuk kerjasama 
Pegawai Negeri Sipil? dengan instansi lain, seperti Satuan 

i Polisi Pamon Praja, apabila 
I ditemuinya salah satu pegawai 
[ kami yang melanggar dan 
1 ketangkap oleh pihak Satpol PP. 
'[

1 

Pemaknaan koordinasi bisa ke 

I 
dalam (internal) atau keluar 

Scpeii;llpa sis(Om p(,ng;lwasan dan I ~eck:~::::~n inT pertlldilakukan 
pengendalian yang dilakukan \ secara hierarkis dari atas ke 
dalam pelaksanaan Peraturan bawah, sehingga proses 
Pemerintah No. 53 tahun 201 O~;elaksanaan PP ini dapat tepat 
tentang disiplin Pegawai Negeri pada sasaran. 
Sipi\'1 
Apakah sanksi yang diberikan Belum sepenuhnya sesuai, 
telah sesuai dengan yang tennuat dikarenakan PP ini masih tahap 
dalam Peraturan Pemerintah No. pematangan, agar pegawm 
53 tahun 20 I 0 tentang disiplin 

1 
mengerti dulu subtansi isi dari 

Pe 7awai Ne 7eri S~i_l_'l_. __ I at_uran _in_i_. -----~----~ 

e. Kode Narasumber 

Tanggal Wawancara 

Waktu 

Tern pat 

: A !ish/ staff Bagian Org. dan Kepegawaian 

: 20 Maret 2016 

: 10.00 s.d. 11.00 

: Hal. Setdakab. Mukomuko 

Pertanyaan I J a waban 
Bentuk dan jenis pelanggaran Banyaknya PNS yang tidak hadir 
disiplin pada PNS apa yang sering pada saat ape! pagi dan sore, \ 
terjadi? kemudian tidak bekerja sesuai j 

denganjam keija. 
' Berapa banyak PNS yang Prosentase pelanggaran absensi \ 

melakukan pelanggaran disiplin 1 kehadiran PNS sekitar 50%, I 
r~f1gaf!, _ _?edang,_ maupuf! be rat? ___ l~'0Ia:u...Puf!__pada akhirnya mereka I 
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,---~--------~--- ----~-------- -----------, 
l---------- _________ -~ __ _j_t_etap masuk meskipun telat ___ I 
i Apa yang melatarbelakangi PNS i Kebanyakan PNS di Setdakab_ 
I melakukan pelanggaran disiplin') ) Mukomuko kaum perempuan yang 
) i sering teridentifikasi pelanggaran 
! / disiplin kehadiran, meninggalkan 
[ 1 kantor pada saat jam kerja untuk 1 

I kepentingan pribadi, alasan jarak ! 

I 
tempat tinggal yang jauh dan I 

1------------ ------------·--- -------
1 Apa upaya atasan langsung dalam 
I 

aktifitas kebutuhan keluarga sering 1 

;i~:!;aal<i_!fa~~~me-negill-bagTl 
i meminimalisasi pelanggaran PNS yang tidak disiplin dan i 

melakukan rapat evaluasi absensi i 
PNS ! 

I disiplin PNS bawahannya') 

r Apakah -telah dilakUkanSoslalisO.;i 
1 tentang Peraturan Pemerintah No. 

--- -- --- -~-------------~ 

I 53 tahun 2010 tentang 
I Pcoawai Negeri Sipil') 
I b . 

infom1asi terkait isi dari PP 53!' 
Tahun 20 I 0 secara konsisten dan 
berjenjang disebarluaskan melalui 1 

berbagai media seperti pada apel I 
pagi maupun rapat-rapat internal ! 
disetiap bagian, sehingga I 

i informasi mengenai PP 53 Tahun / 
/10 I 0 ini pelaksanaannya konsisten j 

1

1 dan benar-benar menyentuh 1 

1 
seluruh pegawai dilingkungan I 

I Sekretariat Daerah Kabupaten 1 

ukomuko. 1 

I 

Bagaimana tanggapan para-PNS 
1 

~ponny~-bagus, -namun -dalam 1 
tentang berlakunya Peraturan I pencrapannya masih kurang I 
Pemerintah No. 53 tahun 2010 maksimal. I 

Sipil ini? 
tentang disiplin Pegawai Negeri I Jl 

Kapan Peraturan Pemerintah No. pp ini keluar sudah langsung I 
1 53 tahun 2010 tentang disiplin 1 sampaikan , namun pada batas · 

Pegawai Negeri Sipil mulai mengetahui tidak ada kegiatan ) 
diterapkan di Sekretariat Daerah sosialisasi secara mendalam dan I 
Kabupaten Mukomuko? intensif. 1 

Strategi apa yang digunakan dalam I Upaya mengajak secara persuasif I 
pelaksanaan Peraturan Pemerintah bagi PNS untuk memedomani I 
No. 53 tahun 2010 tentang disiplin aturan yang sudah ada. ( 
Pegawai Negeri Sipil? 
Seperti apa sistem pengawasan dan Upaya lain dalam pengawasan I 
pengendalian yang dilakukan pelaksanaan PP. No. 53 Tahun I 
dalam pelaksanaan Peraturan 2010 di Setdakab. Mukomuko ada I 
Pemerintah No. 53 tahun 2010 pengecekkan absensi kehadiran I 
tentang disiplin Pegawai Negeri PNS. I 

Sipil? ~ ha0Yal' 
Apakah sanksi yang diberikan Belum ada sanksi berat, hanya 

I telah sesuai dengan yang termuat sebatas teguran lisan saja. ~ 
13 
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~~---~~~--- .... ···---·~·-·-·-·-·----~ 

1 
dalam Peraturan Pemerintah No. 1 

1 53 tahun 2010 tentang disiplin 1
1 

i Peg~"Yai Negen S.!Q1!7__ ___ ~ 
--- ~___L_--~ 

f Kode Narasumber • Ellos/ staffBagian Adm. Humas dan 

Tanggal Wawancara 

Waktu 

Tempat 

Protokoler 

• IO April 20I6 

• 10.00 S.d. I1.00 

• Ruangan Penulis 

~- · -~-- Pertanyaan ------,-- - --- Ja~~b~;:;- -~- -----l 
r Bentuk da~ J~~is -p~la~ggaran ~-Masalah yang -se~1~g terjad1 adalahi 
! disiplin pada PNS apa yang sering , kurang terttbnya kctepatan waktu l 
I terjadi? I PNS yang hadir ke kantor. ! 
!Berapa banyak PNS yang I Masih dibilang sedikit, ya sekitar 1

1 

! melakukan pelanggaran disiplin 120% dari jumlah PNS yang ada di 
1 

~!:!!l_gan, sedang,~~maupunberat? -----1--Setdakab. Mukomuko. _______ _J 

! Apa yang melatarbelakangi PNS ! Tidak adanya ketegasan dalam 1

1

. 

1 melakukan pelanggaran disiplin? I pemberian sanksi bagi si 

1 ~langgar. i 
~~--- - ~ ----··- -~- -~~ ·-~-~- ·~---~----.~· --, 
I Apa upaya atasan langsung dalam Lebih bersifat ajakan untuk [ 

1 
meminimalisasi pelanggaran 1 mentaati aturan yang berkenaan 1 

I disiplin PNS bawahannya" I dengan disiplin PNS. j 

lApak-ahtelah dilakukan sosialisasi Belum optimalnya------s0~~alisas~J 

I 
tcntang Peraturan Pemerintah No. 1 setahu saya, pemahaman PP ini 1

1

1 

53 tahun 2010 tentang disiplin I didapat pada saat Pra Jabatan pada 
: Pegawai Negeri SipiJ'? 1 waktu saya masih CPNS dulu. 
rsagaimana tanggapan para PNS Ya kami mengetahui dan sedikitl 

tentang berlakunya Peraturan memahami subtansi dari PP No. 53 ! 
Pemerintah No. 53 tahun 2010 Tahun 20 l 0 yang mengatur · 
tentang disiplin Pegawai Negeri tentang disiplin PNS. Ya kita 
Sipil ini'7 semua berharap, agar citra I 

birokrasi di mata publik adalah 
baik, nah untuk mendapatkan hal · 
tersebut, sebenarnya tugas kita lah 
untuk bisa menampilkan yang 
terbaik dari hal seperti kedisiplinan 
tersebut. 

1

1 

Kapan Peraturan Pemerintah No. 
53 tahun 20 I 0 tentang disiplin 
Pegawai Negeri Sipii muiai 

Peraturan ini sudah diketahui sejak 
tahun 20 I3. I 

I diterapkan di Sekretariat Daerah I 
Kabu aten Mukomuko? 
Strategi apa yang digunakan dalam Menurut saya belum 

1l pelaksanaan Peraturan Pemerintah 1 langkah kongrit di 
No. 53 tahun 20 I 0 tentang disiplin II pelaksanaan PP ini. 

[ Pegawai Negeri Sipil? . ~--~-----

14 
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. . ··~~~----- .. ·-··---··-·· -~·-1 -~· ... ·----~·--~·- ----=-l 
Sepertt apa s1stem penga\vasan dan : Baru sebatas pengecekkan absensi 1 

pengendalian yang dilakukan i saja. i 
I I 

dalam pelaksanaan Peraturan 1

1

. ! 
Pemerintah No. 53 tahun 2010 I 
tentang disiplin Pegawai Negeri ) I 
Sipil? ···----- ··------~----1-- ··----~------ _j 
Apakah sanksi yang diberikan i Belum ada sanksi berat, hanya i 
telah sesuai dengan yang termuat I sanksi ringan seperti teguran dan I 
dalam Peraturan Pemerintah No. l ajakan secara persuasif I 
53 tahun 2010 tentang disiplin I i 
P~awai Negcri S_ipil') 

----- -- -- ----- -- - -

g. Kode Narasumbcr 

Tanggal Wawancara 

Waktu 

Tempat 

-~L --- ----·····---·~-~-] 
: Vives/ staff Bagian Adm. Ekonomi dan 

Penanaman Modal 

: 26 Maret 2016 

: 10.00 S.d. 11.00 

: Pelataran Kantor 
I ---··-~··----------·~--~----, ·----, 

l ··- Pertanyaan ~~--~----~~ Jawaban l 
i Bentuk dan jenis pelanggaran Masalah yang sering terjadi j 

i disiplin pada PNS apa yang scring mungkin seringnya pcgawai yang 'l
1 

I terjadi'? keluar kantor di saat jam kerja I 

I .. . . .. masih berlangsung. ~ r Be-~~pa -- ba~y~-·--PNS yang Bel urn terlal~ banyak, masih I 
i melakukan pelanggaran disiplin oknum-oknum saja yang sering 1 

lnn~an, sedang, maupun beraf? melakukan I 

I Apa yang melatarbelakangi PNS Tidak adanya ketegasan dalam I 

I
. melakukan pclanggaran disipJin? pemberian sanksi bagi si I 

pelanggar. Kadang I 
I ~~ilatarbelakangi pula oleh sikap j

1 

I acuhnya pimpinan terhadap 
I I 

rApaupayaatasa~-langs~~g dala~ L~~~gga~:~s1:~g a~~~kan untuk I 
I mcminimalisasi pelanggaran mentaati aturan yang berkenaan j 

I disiplin PNS bawahannya? dengan disiplin PNS. 
[ Apakah telah dilakukan sosialisasi Mengenai sosialisasi yang 
I tentang Peraturan Pemerintah No. dilakukan pimpinan terhadap 

1

53 tahun 2010 ten tang disiplin peraturan terse but berjenjang j 

Pegawai Negcri Sipil? hingga pada Kepala Bagian 1 L masing-masing unit. 
/ ~agaimana tanggapan para PNS Ya, kami semua disini tahu tentang 

I 

tentang berlakunya Peraturan I adanya PP 53 Tahun 2010 I 
Pemerintah No. 53 tahun 2010 tersebut, dan aturan disiplin 

1 

1 tentang disiplin Pegawai Negeri j tersebut sudah cukup lama 1 

L§_ipil ini? I dilaksanakan disini. 

1

1 

L_~apan _peraturan P.emerintah NQl::?eraturan ini sudah diketahui sejak I 
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l
ls3tahun 20l0-- tentang d~~plm-~~~- tahu~ 20!3~. -- ----------~ 

Pegawai Negen Siptl mula1 I 

I diterapkan di Sekretariat Daerah I 

I Kabupaten Mukomuko') ~ 
I Strategi apa yang digunaka-n -dalatn i Me~~ saya - bel urn adany~l 
1 pelaksanaan Peraturan Pemerintah i langkah kongrit di dalam j 

I 
No. 53 tahun 2010 tentang disiplin I pelaksanaan PP ini. I 

I Pegawai Negeri SipiJ? ·---~-~ I 

I 
Seperti apa sistem pengawasan dan i Bapak menyampaikan poin-poin I 
pengendalian yang dilakukan ! kedisiplinan tersebut sebagai 1 

1 dalam pelaksanaan Peraturan I bentuk evaluasi diri yang selalu I 

i Pemerintah No 53 tahun 20 I 0 i dilakukan melalui forum / 
I tentang disiplin Pegawai Negeri 1 pertemuan kecil setiap bulannya. \ 

~ ~~~~ah sanksi yang ·dibe~~kan Bel urn ada sanks1 berat. ~~, 
I telah sesuai dengan yang termuat 
! dalam Peraturan Pemerintah No. i 1 

/ 53 tahun 2010 tentang disiplin i i 
I Pegawai Negeri Sipi~~-----__j J 
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